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ABSTRAK 
 
MUH. ANDRIAWAN H (B11109184),” Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, (dibimbing oleh M. Said 
Karim Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II)” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui 
aturan pemidanaan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak 
pidana korupsi di masa yang akan datang 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan 
Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan 
kesimpulan atas permasalahan.   
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Korporasi dapat dimintai 
pertanggungjawaban dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya merupakan perwujudan dari 
doktrin pertanggungjawaban pidana berupa vicariuos liability Model 
pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar masih terbatas pada pembebanan 
pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Sedangkan, 
berdasarkan analisis terhadap Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta beberapa terori 
pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban pidana 
yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban 
pidana kepada pengurus dan korporasi. 2). Dalam perkara putusan Nomor 
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar, penerapan sanksi pidana sudah sesuai 
dengan teori tujuan pemidanaan serta prinsip pengembalian kerugian 
keuangan negara.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
KUHP yag berlaku sekarang ini adalah KUHP warisan pemerintah 
kolonial Belanda yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor 
Nederlandsch Indie yang mulai berlaku tahun 1918, yang berasal dari 
WvSr yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda. Setelah 
Indonesia merdeka tahun 1945 berdasarkan pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945, maka KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku di seluruh 
wilayah Indonesia untuk mengisi kekosongan hokum (rechts vacuum), dan 
disesuaikan dengan keadaan Indonesia setelah merdeka oleh UU No. 1 
Tahun 1946 juncto UU No. 73 Tahun 1958. KUHP tersebut sering 
mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di 
masyarakat sehingga harus ditimbal sulam untuk mengikuti 
perkembangan tersebut. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap 
tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang 
mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hokum 
pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana 
khusus seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK), juncto UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-
kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman yang 
2 
intinya penulis simpulkan sebagai berikut1; bahwa suatu perbuatan itu 
harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena; 
1) Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) Aakan merusak 
system kodifikasi tersebut; 
2) Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan  
3) Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam 
kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya 
penyimpangan system yang telah ada sebelumnya. 
Dari criteria tersebut di atas dihubungkan dengan UU No. 31 Tahun 
1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001, diketahui bahwa ada hal-hal yang 
khusus dalam UU tersebut yang berbeda dengan KUHP misalnya; 
masalah percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk 
malakukan tindak pidana, dijatuhi pidana sama dengan pidana yang 
dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, dan masalah korporasi sebagai 
subjek hokum pidana, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Jadi UUPTPK tidak dapat dimasukkan 
dalam KUHP karena hal-hal khusus yang mengatur dalam UUPTPK akan 
mengubah system KUHP.penyimpanagn UUPTPK terhadap KUHP 
dibolehkan berdasarkan Pasal 103 KUHP yang berbunyi;  
“ketentuan-ketentuan dalam Bab I Sampai dengan Bab VIII buku ini 
juga berlaku bagi peraturan-peraturan yang oleh ketentuan 
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika 
undang-undang ditentukan lain”. 
 
Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dibenci 
oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia, 
                                                          
1 Loebby Loqman, delik politik di Indonesia, IND-HILL-CO, 1993, hal 111 
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sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan 
dari berbagai piha atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi 
mendapat priroritas utama untuk diberantas. Semangat untuk 
memberantas korupsi bukan hal baru muncul sejak reformasi digulirkan, 
tetapi sudah ada sejak Republik ini berdiri yaitu dengan dikeluarkannya 
berbagai peraturan yang intinya adalah untuk mencegah dan mengatasi 
terjadinya tindak pidana koupsi tersebut. Pada tanggal 14 Maret 1957 
dengan Kepres No. 40 Tahun 1957 seluruh Republik Indonesia termasuk 
semua perairan teritorialnya pernah menyatakan dalam keadaan darurat 
perang. Kemudian pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Kepres No. 
225 Tahun 1957 keadaan darurat perang dicabut dan seketika itu 
dinyatakan dalam keadaan perang. Mengingat dasar hokum yang 
digunakan oleh Presiden untuk menyatakan keadaan perang di seluruh 
wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya pada 
waktu itu adalah UU No. 74 Tahun 1957, maka Kepres tersebut harus 
mendapat pengesahan atau penolakan dari DPR. Berdasarkan UU No. 74 
tahun 1957, Kepres No. 225 Tahun 1957 tersebut disahkan oleh DPR 
dengan masa berlaku sampai 1 tahun sejak disahkannya dengan UU 
tersebut, kecuali diadakan perpanjangan lagi. Dalam kondisi keadaan 
perang, banyak peraturan telah dibuat oleh pengasa perang pada waktu 
itu, diantaranya adalah Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf 
Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nrp. Prt/z.I/I/7. 
Adapun maksud serta tujuan semula dari peraturan penguasa 
perang ini adalah agar dengan peraturan penguasa perang ini dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diberantas perbuatan korupsi 
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yang pada waktu itu sangat merajalela sebagi akibat dari suasana bahwa 
seakan-akan pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa lagi.2 
Mengingat berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut 
hanya bersifat temporer saja, padahal perbuatan korupsi itu dapat pula 
dilakukan tidak dalam keadaan perang, maka pemerintah menganggap 
bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut perlu diganti dengan 
peraturan yang membentuk undang-undang. Pada tanggal 9 Juni 1960 
penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat itu baru terjadi yaitu 
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 
24 Tahun 1960 (LN No. 72 Tahun 1960) yang disebut dengan “Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan 
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”. Kemudian menurut UU No. 1 
Tahun 1960 sejak tanggal 1 Januari 1961 telah terjadi UU dan biasanya 
disebut dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960. 
Namun demikain kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, karena 
meskipun telah ada dasar hokum yang khusus untuk melaksanakan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut 
bukannya berkurang malah semakin merajalela. Sehingga dalam rangka 
memberantasnya secara efisien dan menyeluruh, dibentuklah Tim 
Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diatur di dalam Keputusan Presiden 
No. 228 Tahun 1967. 
Kebijakan pemerintah dalam usaha memberantas tindak pidana 
korupsi terus ditingkatkan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Komisi IV, 
                                                          
2 R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bandung, Alumni, hal 9-10 
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sebagaimana diatur dalam Kepres No. 12 Tahun 1970, dengan tugas-
tugas sebagai berikut; 
1) Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan 
hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan 
korupsi; 
2) Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai 
kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam ragka 
pemberantasan korupsi. 
Kemudian dengan Kepres No. 13 Tahun 1970 diangkatlah Dr. Moh. 
Hatta oleh Presiden Soeharto sebagai Penasehat Presiden di dalam 
rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang 
berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi. Masyarakat 
berkembang, pembangunan-pembangunan semakin meningkat, maka 
dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara, UU 
No. 24 Prp Tahun 1960 perlu diganti karena ketentuan-ketentuan yang 
diatur didalamnya kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang 
diharapkan. Maka dengan suratnya tanggal 13 Agustus 1970 No. 
R.70/P.U/VIII/1970 Presiden telah menyampaikan sebuah Rencana 
Undang-Undang tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi kepada 
PRGR, yang mkeudian pada tanggal 12 Maret 1971 Rencana Undang-
Undang tersebut disahkan menjadi UU No. 3 Tahun1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun UU No. 24 Prp Tahun 
1960 dinyatakan dicabut, setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, tetapi 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 24 Prp Tahun 1960 
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masih tetap berlaku untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum 
berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang diperiksa dan diadili setelah UU No. 3 
Tahun1971 berlaku. (Pasal 36 UU No. 3 Tahun 1971). Dengan bergulirnya 
reformasi, maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi 
yang sudah sejak lama ada, semakin berkobar lagi oleh karena terbukti 
bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan 
ternyata tidak mampu untuk mengikis habis penyakit tersebut. Hal ini 
dapat dipahami sebab dalam upaya penganggulangan tindak pidana 
(kebijakan criminal) pada umumnya, khususnya tindak pidana korupsi, 
dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana non 
penal secara terpadu oleh karena sarana penal saja mempunyai 
keterbatasan kemampuan menanggulangi kejahatan karena sebab-sebab 
tertentu, yang di identifikasikan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut3; 
Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar 
jangkauan hukum pidana; 
a) Hokum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari 
sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah 
kejahatn sebagi masalah kemanusian dan kemasyarakatan yang 
sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, 
sosio-ekonomi, sosio cultural, dan sebagainya); 
b) Pengunaan hokum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya 
merupakan “kurieren an symptom” oleh karena itu hokum pidana 
                                                          
3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bnadung, 
PT Citra Aditya Bakti, 1988, hal 46-47 
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hanya merupakan “pengobatan simptomati” dan bukan 
“pengobatan kausatif”; sanksi hokum pidana merupakan 
merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/ 
paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang 
negative; 
c) System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, 
tidak bersifat structural/fungsional; 
d) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan system perumusan sanksi 
pidana yang bersifat kaku imperative; 
e) Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang 
lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi” 
Upaya penal yang sudah dilakukan yaitu dengan keluarnya 
berbagai produk perundang-undangan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, sedangkan upaya non penal yang sudah dilakukan adalah 
penanyangan koruptor di media televise. Semangat pemberantsan tindak 
pidana korupsi stelah reformasi digulirkan ditandai dengan dibuatnya 
berbagai produk perundang-undangan sebagai berikut;4  
a) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 
b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(KKN) yang didalamnya memuat ketentuan kriminalistik delik 
“kolusi” (Pasal 21) dan delik “nepotisme” (Pasal 22); dan 
c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menggantikan undang-
undang lama (UU No. 3 Tahun 1971). Kebijakan legislative itu 
masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan 
Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan 
Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi 
                                                          
4 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal 
65-66 
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pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Komisi 
Ombudsman Nasional. Juga UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentan 
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan 
atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam perencanaan yaitu Perpu 
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-
undang tentang Perlindungan saksi melawan koruptor. Dari 
beberapa produk perundang-undangan tersebut di atas, khususnya 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang korporasi sebagai 
subjek hokum pidana. Hal ini sesuai dengan perkembangan akhir-
akhir ini, kejahatan korporasi merupakan suatu gejala baru abad ke 
20. 
 
Korporasi sebagai subjek hokum pidana tidak dikenal dalam KUHP, 
hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan Belanda yang menganut 
system Eropa Kontinental (civil law). Negara-negara Eropa Kontinental 
agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum 
pidana, jika dibandingkan dengan Negara-negara Common law, dimana di 
Negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat dan Canada 
perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak 
revolusi industry. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 
dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena 
kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.5 
Di negeri Belanda pada saat dirumuskan, para penyusun KUHP 
(1886)6, menerima asas “societas/universitas delinquere non potest’ yang 
artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. 
Hal ini sebagai reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan absolute 
                                                          
5 Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah 
Kejahatan Korporasi, hal 2 
6 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, The 
Habibie Centre, 2002, hal 157 
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sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya 
“collective responsibility” terhadap kesalahan seseorang. Dengan 
demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya 
dapat dilakukan oleh manusia alamiah (natuurlijke person). Dalam 
perkembangan kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam 
berbagai tindak pidana khusus timbul perkembangan yang pada dasarnya 
menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, 
mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hokum atau 
korporasi tersebut. Akhirnya berdasarkan Pasal 91 KUHP dan Pasal 103 
KUHP Indonesia, diperbolehkan peraturan di luar KUHP untuk 
menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah berbagai 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur Korporasi 
sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya 
Wet Economische Delichten (WED), tahun 1950 di Belanda yang dalam 
Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa dalam tindak pidana ekonomi, korporasi 
dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipidana. Ketentuan ini 
kemudian ditiru oleh Indonesia melalui UU No. 7 Drt Tahun 1955. 
Perkembangan selanjutnya di Indonesia dalam beberapa peraturan 
hukum pidana yang tersebar di luar KUHP mengatur korporasi sebagai 
pelaku tindak pidana dan dapat dipidana. Misalnya UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam 
penelitian ini. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana 
10 
dan dapat dipidana, maka hal ini menarik untuk dikaji adalah masalah 
pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada 
korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas 
kesalahan (schuld) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung 
pertanggungjawaban pidana. Muncul pertanyaan apakah korporasi 
dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah yaitu harus ada 
unsur kesalahan dan bagimana dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap 
korporasi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul 
skripsi: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM 
TINDAK PIDANA KORUPSI” 
 
B. Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan 
pembatasan masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1) Bagimanakah Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak 
pidana korupsi pada kasus PT. ARA ? 
2) Bagimana bentuk pemidanaan pertanggungjawaban pidana 
korporasi dalam tindak pidana korupsi pada kasus PT. ARA ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan 
apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan 
memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 
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dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul ini 
adalah: 
1) Untuk mengkaji/mengetahui Pertanggungjawaban pidana korporasi 
dalam tindak pidana korupsi pada kasus PT. ARA. 
2) Untuk mengkaji/mengetahui bentuk aturan pemidanaan 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi 
pada kasus PT. ARA. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian yang tersebut diatas adalah: 
1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang 
ada di masyarakat. 
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
gambaran secara jelas tentang hal-hal yang mempengaruhi 
kuantitas tindak pidana pencurian dengan kekerasan  di Pengadilan 
Negeri Kota Makassar  pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya sehingga dapat memberikan masukan bagi aparat 
hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi tegaknya Negara 
hukum yang diharapkan bersama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hingga saat ini belum ada kesepakatan para sarjana tentang tindak 
pidana (strafbaar feit). Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar 
feit”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 
berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan 
yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum 
pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Simon bahwa pengertian tindak pidana adalah sebagai 
berikut:7 
“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan 
dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggungjawab”. 
 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian 
tindak pidana sebagai berikut:8 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan  dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”. 
                                                          
7 Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama: 
Bandung. Hal. 98 
8 Ibid, hal. 99 
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Sementara menurut Moeljatno bahwa pengertian perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.9 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi  berupa sanksi 
pidana. 
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai 
criminal act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality). 
Asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin 
sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). 
Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit  
berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). 
Menurut von Feurbach asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:10 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang; 
                                                          
9 Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 59 
 
10 Ibid, hal. 27 
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b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan 
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-
unsur subyektif. 
a. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang 
sebagai berikut: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yaitu perbuatan aktif, dan 
b) Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan). 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan melawan hukum 
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Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
hakim di pengadilan. 
Menurut Satochid Kartanegara  menjelaskan bahwa:11 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan 
(toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan. 
 
Seorang ahli hukum yaitu Simon  merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:12 
a. Diancam pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan 
d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
 
b. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada 
kesalahan” (Anact does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention 
/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para 
pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, 
yaitu: 
                                                          
11 Leden Marpaung. 2005. Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 10 
12 Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 2009. Delik-Delik 
Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 88 
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a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn), dan 
c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 
1) Tak berhati-hati, dan 
2) Dapat menduga akibat itu. 
  Delik pencurian yang mengandung unsur memberatkan pidana, 
apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti 
yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku 
pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam 
Pasal 336 KUHP yang berbunyi; 
“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan 
dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak 
tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”. 
 
Menurut Simons pengertian orang yang mampu bertanggung jawab 
adalah tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: 
Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, 
dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.13 
 Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah 
mengemukakan pendapat antara lain: Simons berpendapat bahwa 
kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan 
                                                          
13 Sudarto, 1986, hlm. 41. 
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psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu 
pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selain 
itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung 
jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum. 
b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut.14 
            KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu 
bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam 
tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat 
dipidana”  
 
 Dari Pasal 44 KUHP  tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa 
ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu: 
a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa pembuat. Pemeriksaan 
keadaan pribadi pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang 
cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang 
dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa. 
b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa pembuat 
dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya 
hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan 
perbuatan tersangka adalah Hakim. 
 
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai 
dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya 
pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa 
digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif karena hakimlah 
                                                          
14 Sudarto, 1982, hlm. 97. 
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yang menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat 
menyimpulkan mampu dan tidak mampunyai tersangka untuk 
bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak 
pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus 
ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. 
Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila 
sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana 
tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh 
ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun seseorang sudah melanggar 
larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan 
apabila perbuatan itu diatur dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, 
Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP. 
 
B. Korporasi dan Ruang Lingkup Korporasi  
1. Pengertian Korporasi 
Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari 
bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi erat 
kaitannya dengan istilah badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum 
perdata. Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai 
subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. 
Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (rechtspersoon), yang 
padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan 
sebagai subjek hukum. 
19 
Beberapa pengertian Korporasi adalah sebagai berikut: 
1. Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983) 15: 
"Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu 
badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat 
mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi 
bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan 
oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...". 
 
2. Menurut The Concise Dictionary of Law (1988): "Corporation (body 
corporate): An entity that has legal personality, i.e.il is capable of 
enjoying and being subject to legal rights and duties".16 
3. Menurut Dictionary of Law (2005): "Corporation: a legal body such 
as a limited company or town council which has been 
incorporated".17 
Korporasi disebut juga badan hukum, karena memiliki unsur-unsur: 
1. mempunyai harta sendiri yang tcrpisah; 
2. ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana 
kekayaan terpisah itu diperuntukkan; 
3. ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.18 
 
Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain 
dikenal dengan corporatie (Belanda), corporation (Inggris), korporation 
(Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu “corporatio”. “Corporatio” sebagai 
kata benda (subatantivum) berasal dari kata kerja “coporare” yang banyak 
dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. 
                                                          
15 N.E. Algra, H.W. Gokkei, Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia 
(diterjemahkan dan diedit oleh Sal eh Adiwinata, A. TeioekJ, dan Boerhanoeddin St Batoeah)(Bandung: 
Binacipta, 1983), haL83 
16 Elizabeth A. Martin dkk (ed), The Concise Dictionary of Law, (Bungay, Suffolk, Great Britfain:Oxford 
University Press, 1988, 1* edition), hal.89 
17 P.H. Collin, Dictionary of Law (London, UK: Bloomsbury Publishing Pic, 2005, Fourth Edition), 
hal.73: 
18 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperosi, 
Yayasan, wakaf(Bandung: Alumni, 1986), hal.1-9  
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“Corporare” sendiri berasal dari kata “corpus” (badan), yang berarti 
memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya 
“corporatio” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata 
lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan 
manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut 
alam”.19 
Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam 
hukum, tetapi juga subjek bukan orang. Hukum lalu menciptakan badan 
hukum (korporasi) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang 
perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang ikut 
berpengaruh dalam berkembangnya kejahatan, salah satunya dengan 
munculnya kejahatan korporasi. 
Kejahatan yang dilakukan korporasi lebih sulit untuk diidentifikasi 
karena kompleksitas dari korporasi itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo : 
“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur 
fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang 
membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan 
hukum ini merupakan   ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, 
kematiannya pun ditentukan oleh hukum”.20 
 
Menurut A.Z Abidin bahwa korporasi dipandang sebagai realita 
sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang 
diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu21. Menurut Subekti dan 
                                                          
19 Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam 
Hukum Pidana, (STHB, Bandung, 1991), hal. 83 
20 Satjipto Rahardjo, Op. cit., hal. 69 
21 A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana (Jakarta: Pradnya Paramita 1983), hal. 54 
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Tjitrosudibio yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah 
suatu perseroan yang merupakan badan hukum22.  
Adapun Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan 
korporasi adalah: suatu perseroan yang merupakan badan hukum; 
koporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan 
atau organisasi yang oleh hukum di perlakukan seperti orang manusia  
(personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban 
memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh 
badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (namloze 
vennootschap), dan yayasan (stichting); bahkan Negara juga merupakan 
badan hukum23.      
Korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Hanya 
saja, perihal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, serta 
tanggungjawabnya diatur oleh hukum. Dengan diaturnya korporasi 
sebagai subjek hukum, diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan 
tersebut dapat dipertangunggjawabkan secara hukum. 
Ada beberapa definisi yang dikemukakan mengenai korporasi. 
Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang 
sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini 
mengungkapkan bahwa24 : 
“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, 
korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan 
kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan 
perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum 
                                                          
22 Subekti dan R. Tjitrosudibio, kamus hukum (Jakarta, Pradnya Paramita 1979), hal. 34 
23 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, ( Semarang, CV. Aneka 1977), hal. 256 
24 Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta:Grafiti Press, 2006), hal. 43 
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perdatalah yang mengakui “eksistensi” korporasi dan 
memberikannya “hidup” untuk dapat berwenang melakukan 
perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya 
dengan "matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara 
hukum apabila “matinya” korporasi itu diakui oleh hukum”. 
 
Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pengertian 
korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi 
dalam hukum pidana. 
Menurutnya Sutan Remi Sjahdeini25: 
“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum 
maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum 
seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan 
yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan 
sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, 
persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau 
maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum 
perdata bukan suatu badan hukum”. 
 
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian 
korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi 
dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata, yang 
dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam 
bidang hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya 
badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum. 
Mengenai pengertian korporasi Rudi Prasetyo mengemukakan 
bahwa26 : 
“Kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar 
hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum 
lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau 
                                                          
25 Ibid., hal. 45 
26 Rudi Prasetyo dalam Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2013, hal 2 
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yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai rechtspersoon, atau 
yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation”. 
 
Chaidir Ali juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 
korporasi dengan menyatakan pendapatnya bahwa27 : 
“Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat 
tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap 
sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya 
dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat 
dipertanggunggugatkan. Namun demikian, badan hukum 
(korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan 
tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, 
melainkan untuk dan atas pertanggungggatan korporasi”. 
 
Dari aspek hukum perdata, hukum mengenal ada dua macam 
subjek hukum yaitu orang perseorangan dan badan hukum, sedangkan 
hukum pidana khususnya KUHP, hanya mengenal orang perseorangan. 
Tetapi untuk undang-undang khusus di luar KUHP mengenal adanya 
korporasi sebagai subjek hukum, baik itu berupa badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 
Senada dengan pendapat diatas, Setiyono mengemukakan bahwa : 
“Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum 
pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (rechtspersoon), 
legal body atau legal person. Konsep badan hukum itu sebenarnya 
bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari 
perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana 
Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam 
konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
                                                          
27 Chaidir Ali dalam Mahrus Ali, Ibid, hal 3-4 
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hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah 
kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan 
badan hukum maupun bukan”.28 
Dari pendapat di atas terlihat bahwa ada perbedaan pandangan 
mengenai subjek hukum, yaitu korporasi sebagai subjek hukum bidang 
hukum perdata dengan korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang 
hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah 
badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi 
bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan 
hukum. 
Ada persamaan antara dua pendapat terakhir yang mengemukakan 
bahwa pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana 
lebih luas dibandingkan dengan pengertian korporasi sebagai subjek 
hukum dalam hukum perdata. Hal ini didasarkan pada pengaturan 
korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan khusus di luar KUHP. Pengaturan korporasi sebagai subjek 
tindak pidana terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus di 
luar KUHP, antara lain :29 
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusannya; 
 “...jika dilakukan oleh korporasi. Pengertiannya dijelaskan dalam 
Pasal 1 angka 1, yaitu “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi 
                                                          
28 Setiyono, Kejahatan Korporasi : Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam 
Hukum PIdana Indonesia, (Malang : Bayumedia Publishing), 2004, hal 17 
29 Diedit dari Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal 225-226 
25 
dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum”. 
 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. 
Istilah yang dipakai adalah korporasi. Pengertiannya dijelaskan 
dalam Pasal 1 angka 10 yaitu : “korporasi adalah kumpulan orang 
dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum”.  
Dari peraturan di atas yang merumuskan korporasi sebagai subjek 
tindak pidana dalam perundang-undangan, dapat dilihat bahwa 
pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam 
undang-undang khusus di luar KUHP. Selain itu juga, peraturan 
perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pengertian korporasi 
dalam bidang hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi 
dalam bidang hukum perdata.. 
2. Ruang Lingkup Korporasi 
Kejahatan berkembang dari kejahatan yang paling sederhana 
seperti pencurian, hingga kejahatan yang kompleks seperti kejahatan 
korporasi. Istilah kejahatan korporasi itu sendiri tidak muncul dengan 
sendirinya. Banyak pendapat yang memberikan penamaan dan 
pengertian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pada 
awalnya, Edwin Sutherland mengemukakan jenis kejahatan yang dikenal 
dengan white collar crime dalam pidatonya yang bersejarah. 
Ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pengungkapan white collar 
crime dalam pidato Sutherland. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa 
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white collar criminality adalah kejahatan nyata. Kedua, ia mengingatkan 
bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka 
golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan 
atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. Ketiga, ia ingin 
memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah 
dikembangkannya, yaitu : teori asosiasi diferensial (differential 
association).30 
Reksodiputro berpendapat serupa bahwa corporate crime, yang 
diterjemahkannya sebagai “kejahatan korporasi”, merupakan sebagian 
dari white collar crime. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kejahatan 
korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan 
yang berkaitan dengan dunia bisnis (bussines related activities).31 Dari 
pendapat di atas terlihat bahwa kejahatan korporasi tersebut merupakan 
bagian dari white collar crime. 
Kejahatan korporasi merupakan perbuatan korporasi yang bisa 
dihukum Negara mulai dengan hukum administratif hingga hukum pidana. 
\Muladi juga berpendapat bahwa : “istilah kejahatan dalam konteks 
kejahatan korporasi mengandung makna yang khas, karena spektrum 
pengertiannya lebih luas daripada hanya sekedar mengkaitkannya dengan 
hukum pidana dan kriminologi”.32 
Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu 
dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk 
                                                          
30 J.E. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994, hal. 19-20 
31 Marjono Reksodiputro dalam Yusuf Shofie, Ibid. 
32 Muladi, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1997, hal. 165 
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menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya 
menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian 
hukum yang lebih kompherensif berkaitan dengan masalah kejahatan 
korporasi. 
Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan korporasi 
dalam menjalankan bisnisnya, dijelaskan Clinard dan Yeager bahwa : 
“Ada dua pandangan yang secara umum dapat dipakai untuk menjelaskan 
kejahatan bisnis, yaitu model tujuan yang rasional, yakni yang 
mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan model organik yang 
menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan 
ekonomi dan politiknya”.33 
Korporasi dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari lingkungan 
ekonomi dan politiknya. Lingkungan usaha koporasi selalu berhubungan 
dengan rekanan, kompetitor, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan bisnis 
korporasi akan dapat berjalan dengan lancar apabila antara koporasi dan 
pihak-pihak yang relevan atau berhubungan dengan kegiatan bisnis 
korporasi berjalan lancar. Korporasi akan melakukan segala cara 
termasuk cara yang melanggar hukum untuk dapat mengontrol pihak-
pihak tersebut. Pemalsuan data dalam pembayaran pajak, pemberian 
suap kepada aparat pemerintah terkait dalam rangka melancarkan 
kegiatannya merupakan langkah yang sangat mungkin dilakukan 
korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 
                                                          
33 Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, ibid., hal. 29 
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Lebih lanjut dikemukakan oleh Steven Box setidaknya terdapat 5 
(lima) sumber masalah yang secara potensial menggangu kemampuan 
korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan 
dorongan untuk melakukan kejahatan, yaitu :34 
a. persaingan. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan 
pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha 
memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini bisa menghasilkan 
tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, 
memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan 
mengenai harga atau daerah pemasaran. 
b. pemerintah. Untuk mengamankan kebijaksanaan ekonominya, 
pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas 
peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan 
baru maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-
peraturan yang ada. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, 
korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan 
yang ada, seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, 
memberikan dana-dana kampanye yang ilegal kepada para politisi 
dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang ada atau 
memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor perbuatan ilegal 
ke negara lain. 
c. karyawan. Tuntutan perbaikan dalam penggajian, peningkatan 
kesejahteraan dan perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja. Dalam 
hubungan dengan karyawan, tindakan-tindakan korporasi yang 
berupa kejahatan, misalnya pemberian upah di bawah minimal, 
memaksa kerja lembur atau menyediakan tempat kerja yang tidak 
memenuhi peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. 
d. konsumen. Ini terjadi karena adanya permintaan konsumen 
terhadap produk-produk industri yang bersifat elastis dan berubah-
ubah, atau karena meningkatnya aktivitas dari gerakan 
perlindungan konsumen. Adapun tindakan korporasi terhadap 
konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi atau 
yang melanggar hukum, misalnya iklan yang menyesatkan, 
pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang 
sudah kadaluwarsa, produk-produk yang membahayakan tanpa 
pengujian terlebih dahulu atau memanipulasi hasil pengujian. 
e. publik. Hal ini semakin meningkat dengan tumbuhnya kesadaran 
akan perlindungan terhadap lingkungan, seperti konservasi 
terhadap air bersih, udara bersih, serta penjagaan terhadap 
sumber-sumber alam. Dalam menghadapi lingkungan publik, 
tindakan-tindakan korporasi yang merugikan publik dapat berupa 
pencemaran udara, air dan tanah, menguras sumber-sumber alam.  
                                                          
34 Steven Box dalam I.S. Susanto, ibid., hal. 30 
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Berbagai aspek yang menjadi hambatan korporasi dalam mencapai 
keuntungan sebesar-besarnya tersebut di atas, akan mendorong 
korporasi untuk mengambil sikap dalam mengantisipasi hambatan 
tersebut, termasuk dengan cara yang melanggar hukum. 
Berbagai kejahatan yang dilakukan korporasi dalam menjalankan 
bisnisnya tersebut dapat merugikan negara, dan yang tidak kalah penting 
juga adalah menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat 
tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi. 
 
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  
Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan 
hanya manusia (person) saja tetapi juga korporasi, telah 
mengenyampingkan asas universitas delinquere non potest yang selama 
ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang 
melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya 
manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya 
manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, pandangan 
tersebut telah beralih dimana korporasi juga dapat melakukan tindak 
pidana. 
Dengan demikian membawa konsekuensi korporasi dibebani 
pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan 
korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin 
meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. 
Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi 
30 
tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama 
korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang 
bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang 
begitu luas. 
Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin 
luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya 
suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka 
melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. 
Oleh karena itu, korporasi harus dibebani dengan pertanggungjawaban 
pidana apabila melakukan kejahatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan 
bisnisnya. 
Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana ini, ada beberapa 
sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. 
Mardjono Reksodiputro, yaitu :35 
a.  Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
bertanggungjawab; 
b.  Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang 
bertanggungjawab; 
c.  Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggungjawab 
 
Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka 
ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu :36 
1.  Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan 
penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; 
2.  Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus 
yang dibebani pertanggungjawaban pidana; 
                                                          
35B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, 
FH UNDIP, Semarang, 1989, hal. 9 
36Sutan Remi Sjahdeini, Op. cit., hal. 59 
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3.  Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah 
yang dibebani pertanggungjawaban pidana; 
4.  Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan 
korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban 
pidana. 
 
Jika dikaitkan dengan KUHP, maka sistem yang pertama yang 
digunakan, dimana apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pengurus, 
maka pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini didasarkan pada 
pendapat bahwa korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan 
pidana dan juga tidak mempunyai sikap batin yang jahat. Penguruslah 
yang dapat melakukan perbuatan pidana dan yang mempunyai sikap batin 
yang jahat. Oleh karena itu, penguruslah yang harus bertanggungjawab, 
meskipun perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan 
korporasi. Walaupun demikian, beberapa undang-undang diluar KUHP 
sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga 
korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. 
Dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap 
korporasi yang melakukan kejahatan suatu korporasi dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus 
dapat didentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru 
dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan 
pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan directing mind dari 
korporasi tersebut. 
Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk 
mencari keuntungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi 
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dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat 
senior atau agen adalah individu yang menjadi directing mind atau otak 
dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. 
Perbuatan dan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan 
dengan korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk 
bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu 
tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga 
pertangungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. 
Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior 
dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari 
tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa 
pejabat senior korporasi. 
Mengenai hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah 
mereka yang baik secara individual maupun kolektif, diberikan 
kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui tindakan atau 
kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural 
dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka 
yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah 
atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior. 
Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi 
harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak 
atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang 
mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. 
Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan 
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oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak 
sebagai directing mind dari korporasi tersebut. 
 
D. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal diberbagai negara 
saat ini adalah tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin 
“corruption”, Perancis, “corruption”, dan Belanda, “corruptie”. Dapat kita 
simpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Indonesia 
“korupsi”. Kalau kita mengartikan kata korupsi dengan  melihat kamus 
bahasa, baik itu kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris,  kita 
dapat melihat arti kata korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat 
disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. 
Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam 
Bahasa Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut 
corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah 
Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada 
perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan 
dengan keuangan. Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – 
corruptus.37 
Korupsi di dalam Black’s Law Dictionary adalah; 
“suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 
                                                          
37  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm. 115. 
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kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah 
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan 
suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, 
bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.38 
 
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai 
dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara 
diperhadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian 
korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan jaman. 
Menurut Fockema Andrea, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah 
istilah korupsi berasal dari perkataan latin “corruptio”39 atau menurut 
Webstern Student Dictionary sebagaimana dikutip Andi Hamzah berasal 
dari istilah“corruptus”, 40 yang berarti kerusakan atau kebobrokan.  
Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk 
menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak 
dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan. 
Banyak istilah dibeberapa negara ‘gin moung’ (Moang Hadi) yang 
berarti ‘makan bangsa’ , ‘tanwu’ yang berarti ‘keserakahan 
bernoda’, ashoku (Jepang) yang berarti ‘kerja kotor’41 
 
Pengertian masyarakat umum terhadap kata ‘korupsi’ adalah 
berkenaan dengan ‘keuangan negara’ yang dimiliki secara tidak sah 
(haram).42 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan ‘korupsi’ 
                                                          
38  Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 
1990. 
39 Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,  PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7. 
40 Ibid.  
41 Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana, 
Alumni,  Bandung, 1995, hal 122. 
42 Leden Marpaung,  Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1992 hal. 149 
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sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan 
dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.43 
Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai 
pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semua istilah 
korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik 
kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. 
Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku 
tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang 
ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun 
pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.44 Hakekat korupsi 
berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah ”An Abuse Of Public 
Power For Private Gains”45, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan 
untuk kepentingan pribadi. 
Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah 
dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya 
terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negaara, tetapi meliputi 
                                                          
43 Ibid 
44  Vito Tanzi, Corruption, Governmental Activities, and Markets, IMF Working Paper, Agustus 
1994. 
45  World Bank, World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, 
World Bank,  1997. 
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juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang 
merugikan masyarakat atau orang perseorangan.  
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, selain modus 
operandinya, korupsi juga berkembang kepada pelaku yang bukan hanya 
berasal dari kalangan birokrat saja tetapi juga sudah menular keberbagai 
strata, baik kalangan politisi, ekonomi, sosialis, akademisi, dan praktisi 
hukum itu sendiri seperti yang selama ini ramai diberitakan diberbagai 
media massa. Didukung dengan sistem yang masih lemah pada sistem 
pemerintahan di Indonesia yang menganut asas desentralisasi dan 
birokrasi yang rumit, maka korupsi sudah sangat melembaga dan 
mendekati menjadi sebuah budaya yang sulit dihapuskan, hal tersebut 
dapat terlihat pada kasus yang sering dihadapi masyarakat yang 
berhadapan langsung dengan pejabat pemerintah, terutama pada bidang 
pelayanan public (public service), dimana diketahui bersama masyarakat 
yang sulit lepas dari kewajiban “bayar upeti” kepada oknum pejabat 
pemerintah tersebut. Sepertinya apabila masyarakat jika ingin lancar 
dalam hal mendapatkan kebutuhannya, masyarakat harus menyediakan 
uang “pelicin” sebagai pendampingnya.  
Dengan melihat uraian-uraian di atas, maka sudah sangat jelas 
bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah perkara yang 
mudah dan cepat seperti membalikkan telapak tangan. Di dalam konteks 
ilmu kriminologi, tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari Extra 
Ordinary Crime, yakni dapat dimasukkan kedalam kategori kejahatan 
white Collar Crime yang perbuatannya selalu mengalami perubahan 
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dalam modus operandinya dari segala sisi, sering juga disebut dengan 
Invicible Crime, yakni suatu bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam 
hal pembuktiannya, baik dikarenakan modus operandinya maupun bentuk 
profesionalitas pelakunya, seringkali mengalami kesulitan dalam hal 
pembuktiannya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem 
dalam pemberantasannya. 
Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi di 
harapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si 
pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana 
yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar 
kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana 
korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.46 
Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat 
menyentuh berbagai kepentingan, yang menyangkut hak asasi, ideologi 
negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, disamping itu 
juga merupakan prilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. 
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari 
banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus 
korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang 
tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika hal itu  terjadi 
secara terus-menerus, rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum 
                                                          
46  Harprileny Soebiantoro, 2004, Makalah : Eksistensi Dan Fungsi Jaksa 
Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: 
Media Hukum, hal. 9. 
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dan  perundang-undangan dari rakyat sebagai warga negara dapat 
berkurang. 
Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar 
penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, 
kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan 
eksistensi atass fungsi penyelenggaraan negara. 
Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas 
segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang 
salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat 
mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan 
persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan 
visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani 
rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelengara negara yang mampu 
menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari 
korupsi. 
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
pemerintah sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai 
strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja 
merebak di berbagai sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat 
bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun 
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terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merasuk 
ke seluruh lini kehidupan yang diibaratkan seperti jamur di musim 
penghujan, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah 
merambah ke korporasi termasuk BUMN. 
Tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena biasanya 
pelakunya lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan 
terorganisasi. Masyarakat umum mengenal korupsi  sebagai perbuatan 
tercela yang dapat menyengsarakan rakyat, akan tetapi disisi lain korupsi 
juga menjadikan beberapa orang hidup dalam kemewahan duniawi. 
”Pengertian masyarakat umum terhadap kata ”korupsi” adalah berkenaan 
dengan ”keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).”47 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah korupsi 
baru dikenal pertama kali dalam ”Peraturan  Penguasa Perang Pusat 
Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 No. 
Prt/Peperpu/013/1958 (BN No.40 Tahun 1958).”48 
Arti korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
memang tidak ada, akan tetapi pengaturan hukum yang berkaitan dengan 
korupsi sudah terdapat seperti dalam Pasal 209 KUHP tentang  
pemberian sesuatu atau janji kepada seorang pejabat dan Pasal 210 
KUHP tentang pemberian sesuatu atau janji kepada seorang hakim agar 
berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya atau 
kedudukannya. 
                                                          
47 Leden Marpaung, 1992, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm 149. 
48 Adami Chazawi, 2003, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia, Bayumedia 
Publishing, Malang, hlm 2. 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi  
Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan 
nasional, tidak lepas dari para pelaku yaitu para pihak  yang cenderung 
memegang kekuasaan di bidangnya, baik dalam lingkungan birokrasi 
pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu ruang lingkup korupsi tidak 
akan jauh dan akan selalu berada pada pemegang kekuasaan atau 
berhubungan erat dengan pemegang kekuasaan tersebut, karena yang 
cenderung melakukan korupsi hanyalah orang-orang yang memegang 
kekuasaan, sehingga mereka dapat melakukan penyimpangan dengan 
kekuasaan yang dimilikinya yang mengakibatkan kerugian bagi negara. 
Permasalahan korupsi di Indonesia sudah menyerupai “wabah 
penyakit menular” yang obat penyembuhannya masih sangat langka dan 
sulit ditemukan, wabah korupsi tersebut menyerang ke seluruh tubuh 
pemerintahan, baik dari bagian tubuh pemerintahan yang sangat sepele 
sampai bagian yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan, dari 
pegawai Tata Usaha dalam tingkat Kelurahan, sampai Menteri yang masih 
aktif dalam hal pemerintahan sekalipun. Wabah penyakit tersebut telah 
mengkontaminasi seluruh sendisendi pada pihak-pihak penyelenggara 
pemerintahan. Korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang 
dimiliki seseorang penyelenggara pemerintahan, dengan kekuasaan yang 
dimilikinya, penguasa berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan 
yang dimilikinya tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya. 
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Berdasarkan hal tersebut maka adapun faktor-faktor yang menjadi 
penyebab tindak pidana korupsi secara garis besar terdiri dari dua bagian, 
yaitu :  
a) Faktor intern  
Faktor intern merupakan faktor-faktor yang bersumber dari dalam 
individu yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intern yang bersifat 
khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Faktor intern yang besifat 
khusus adalah keadaan psikologis dari individu, masalah kepribadian 
sering menimbulkan perilaku menyimpang terutama apabila individu 
perasaannya sedang tertekan. Sedangkan faktor intern yang bersifat  
umum antara lain mengenai pendidikan individu, moral yang lemah, ingin 
cepat mendapatkan kekayaan dengan cara melanggar hukum, agama, 
dan gaya hidup yang konsumtif. 
b) Faktor ekstern  
Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar diri 
individu.  Faktor-faktor ekstern yang menjadi penyebab tindak pidana 
korupsi antara lain : 
1. Karena bersumber pada kebiasaan.  
2. Karena tekanan ekonomi.  
3. Karena erosi mental.  
4. Karena ketidak beresan manajemen.   
5. Karena gabungan beberapa faktor yang telah ada.  
Korupsi yang bersumber pada kebiasaan merupakan tindakan atau 
perilaku yang dilakukan berulang-ulang, sehingga berlangsung terus-
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menerus. Demikian pula dengan tekanan ekonomi, hal ini menyebabkan 
seseorang berupaya memenuhi kebutuhan ekonominya yang semakin 
lama semakin sulit untuk didapatkan dengan cara korupsi. Selain itu faktor 
ekstern lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah 
terjadinya erosi mental yang menyebabkan kurangnya kesadaran 
sehingga mengakibatkan individu cenderung melakukan perbuatan yang 
menguntungkan diri secara pribadi.  
Faktor- faktor penyebab korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh 
penyelanggara Negara yaitu : 
a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan 
dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 
b. Latar belakang kebudayaan atau kultur indonesia yang merupakan 
sumber atau sebab meluasnya korupsi. 
c. Manajemen yang kurang baik dan  kontrol yang kurang efektif 
sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya 
dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang 
orang untuk korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran  
pembangunan semakin besar pula kemumgkinan terjadinya 
kebocoran. 
c) Modernisasi. 
Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi 
bukanlah penyebab dari latar belakang melakukan tindak pidana korupsi. 
Buruknya ekonomi belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu 
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wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor-fakor lain yang 
bekerja. 
Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-
orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur 
yang berliku-liku bukan pula hal yang perlu ditonjolkan karena korupsi juga 
meluas dibagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor 
pengusaha- pengusaha kecil, dikereta api, distasiun-stasiun, diloket 
penjualan karcis kebun binatang dan sebagainya. 
Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi 
dengan sebab yang paling gampang  untuk dikaitkan misalnya  kurangnya 
gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, 
administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya 
prosedur yang berliku-liku, distribusi hasil-hasil pembangunan masih 
kurang merata dan sebagainya. Perkembangan terakhir ini memberikan 
indikasi bahwa perbuatan korupsi yang tampak telah merupakan wabah 
penyakit yang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada sumber-sumber 
yang telah disebutkan tadi, bahkan perbuatan korupsi ini memberikan 
gejala yang lebih buruk lagi. 
Alasan-alasan tersebut diatas tidak lagi merupakan penyebab 
utama karena di negara-negara majupun, gaji pejabat sudah tinggi, 
ekonomi sudah berkembang serta tumbuh dengan pesatnya dan 
administrasi manajemennya sudah teratur dan modern, masih saja  terjadi 
banyak korupsi. Sekarang dalam negara-negara yang sudah berkembang 
korupsi birokrasi juga dipandang merajalela atau sekedar berlangsung 
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berupa pemberian- pemberian tradisional pada mereka yang menduduki 
jabatan atau memegang kekuasaan tertentu. 
Didalam dunia internasional pun, korupsi seringkali menjadi 
masalah pokok, penyebabnya antara lain : 
a) Perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional 
dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa 
didunia mudah tergoda oleh perubahan ekonomi, dibandingkan 
dengan dimasa yang sudah-sudah. 
b) perkembangan demokrasi dan reformasi ekonomi yang melanda 
dunia. 
c) perubahan kebijaksanaan yang sudah  tepat dilaksanakan oleh 
lembaga- lembaga yang sudah sakit, sehingga yang tercipta 
bukan persaingan terbuka tetapi yang terjadi adalah 
persekongkolan dengan orang dalam, pertukaran konsesi politik 
dan pemerintah daerah yang diperlukan semau-maunya oleh 
berbagai pihak. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
salah satu faktor yang paling mendukung dan mendorong seseorang 
melakukan tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. 
Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 
tertentu yang mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan yang 
dimilikinya. Semakin banyak wewenang yang dimiliki, semakin besar pula 
kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut. 
”korupsi memang dapat dimasukkan kategori kekuasaan tanpa aturan 
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hukum, oleh karena itu selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk 
mencapai suatu tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan 
tersebut”. 
Ketidakberesan manajemen juga merupakan faktor penyebab 
tindak pidana korupsi, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengambil 
keuntungan yang berimbas pada timbulnya kekacauan dalam sistem 
manajemen tersebut. Faktor kelemahan kepemimpinan dalam posisi yang 
mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang 
menjinakkan korupsi. Kurangnya pengajaran agama dan etika cenderung 
menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang menguntungkan diri 
pribadi tanpa memikirkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 
ajaran agama dan etika. Kolonialisme juga merupakan faktor penyebab 
tindak pidana korupsi dimana korupsi pada zaman itu sudah sering 
dilakukan sehingga turun temurun sampai sekarang. Faktor lainnya 
adalah kemiskinan yang menyebabkan seseorang berkeinginan 
mengakhiri hidup miskin yang selama ini dialaminya dengan cara singkat 
dengan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi. 
Selain itu, kurangnya lingkungan subur yang mendukung  pemberantasan 
tindak pidana korupsi menyebabkan korupsi terus berkembang. Apabila 
lingkungan yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dapat 
dikembangkan maka dapat melahirkan generasi yang mendukung 
pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian struktur pemerintah 
dimana para pejabat yang menduduki jabatan tertentu seringkali 
menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan tindak pidana 
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korupsi serta perubahan   radikal yang menyebabkan golongan tertentu 
tidak sanggup menerima perubahan tersebut sehingga mengambil 
langkah melakukan tindak pidana korupsi sebagai jalan keluar guna 
mengatasinya.    
Bambang Poernomo juga memberikan pendapatnya mengenai 
faktor- faktor penyebab tindak pidana korupsi, antara lain :49 
a.  Kelemahan dalam penegakan hukum yang berakibat 
memanipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara tidak 
adil dan kekebalan bagi para pelanggar hukum dengan berbagai 
imbalan yang diatur secara rapi.  
b. Mekanisme kegiatan dewan legislatif sebagai badan pembentuk 
undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu 
kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilu 
sering berkaitan dengan aktifitas industriawan dan usahawan 
perdagangan.  
c. Melalui sistem kontrak perdagangan borongan antara pejabat 
pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk 
mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.  
d. Sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang 
perbankan, jabatan negara, perusahaan bermodal besar.  
e. Penyelenggaraan pemilihan dengan sistem pemungutan suara 
yang berada dalam lingkungan kegiatan politik. 
 
3. Dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi  
Kebiasaan memberikan sesuatu untuk mencapai kepentingan baik 
pribadi/kelompok menjadi suatu hal yang wajar, dahulu disebut dengan 
pemberian atau ”upeti”. Fenomena demikian berkembang sebagai alat 
untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, sehingga termasuk delik 
pidana. Biasanya korupsi dilakukan berjamaah, diam-diam, terselubung 
dan bahkan terorganisir, sehingga tidak lagi digolongkan sebagai 
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kejahatan biasa, tetapi digolongkan sebagai kejahatan extraordinary 
crimes. Maka diperlukan upaya pemberantasannya juga secara luar biasa. 
Segala bentuk kejahatan pasti membawa akibat buruk, baik bagi 
pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi orang  lain. Demikian pula 
dengan korupsi. Korupsi membawa dampak negatif yang sangat besar. 
Secara umum, hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian 
negara. Korupsi yang dibiarkan dan berlarut-larut tanpa penanganan yang 
serius merupakan ancaman yang nyata bagi negara. Akibat sangat nyata 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan 
dan  perekonomian negara. Perbuatan ini secara langsung atau tidak 
langsung dapat menghambat laju pembangunan. Hal ini dikarenakan 
modal uatama pembangunan adalah uang, tanpa uang, seluruh roda 
perekonomian negara akan terhenti. Jika dana yang diperlukan lenyap 
begitu saja, bagaimana pemerintah dapat mengganti dana tersebut. Satu-
satunya jalan keluar yang diambil oleh pemerintah yaitu melakukan 
pinjaman keluar negeri. Padahal hutang Indonesia terhadap luar negeri 
sampai saat ini jumlahnya sudah sangat besar, belum lagi apabila 
pemerintah terpaksa menutup hutang para debitur swasta terhadap luar 
negeri akibat pejabatnya sendiri melakukan tindak pidana korupsi 
terhadap harta mereka. Hal demikian mengakibatkan lagi-lagi negara 
yang terkena imbasnya. Satu hal yang pasti bahwa korupsi merupakan 
ancaman besar bagi tumbuh kembangnya perekonomian negara.  
Tindak pidana korupsi dapat menurunkan produktifitas kerja 
sehingga menurunkan daya saing. Setiap pekerjaan, sekecil apapun 
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selalu dinilai dengan uang. Uang sangat mempengaruhi aktivitas dan 
produktifitas para pegawai.  
Korupsi juga dapat menimbulkan akibat menurunnya disiplin 
nasional. Uang suap yang sering diberikan dapat menghambat prosedur 
administrasi. Bagi pihak-pihak tertentu, kesempatan ini digunakan untuk 
memperlambat prosedur administrasi sebagai langkah untuk 
mendapatkan uang pelicin, sehingga menjamurlah apa  yang disebut 
pungutan liar (pungli). Perbuatan seperti ini terjadi hampir di setiap 
instansi mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas. Secara tidak 
langsung, korupsi juga mengakibatkan erosi pada tatanan sosial 
masyarakat. 
Korupsi cenderung mengakibatkan pemupukan kekayaan pada 
sekelompok golongan tertentu yang pada akhirnya dapat menimbulkan 
kesenjangan sosial. Tidak semua orang mendapat peluang melakukan 
tindak pidana korupsi. Peluang ini hanya dimiliki oleh mereka yang 
mempunyai kekuasaan sehubungan dengan jabatannya. Mereka ini yang 
sangat potensial untuk melakukan penyimpangan maupun 
penyelewengan keuangan dalam pekerjaannya. Akibat yang ditimbulkan, 
mereka dapat dengan leluasa memupuk harta sedangkan di sisi lain 
masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Hak sosial dan ekonomi 
yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu semakin diingkari. Yang 
kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas.   
Tindak pidana korupsi mengakibatkan menurunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah yang berakses pada instabilitas politik. 
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Jika keadaan politik kacau, akan berimbas  terhadap seluruh sektor 
kehidupan. Ketahan sosial semakin rapuh sehingga  sulit untuk 
menggerakkan masyarakat agar supaya perperan serta dalam 
pembangunan.  
Hal serupa juga disampaikan oleh Baharuddin Lopa berikut :  
Di samping karena korupsi merusak moral bangsa, adakalanya 
dalam pemerintah yang korup, biasanya cenderung menutup-nutupi 
perbuatannya sehingga dari luar tampak utuh (bersih), tapi 
sesungguhnya  di dalamnya rapuh karena kekuatan nasionalisme 
yang menjadi pilar berdirinya suatu bangsa dan negara menjadi 
lemah karena para pemimpinnya banyak yang diracuni nafsu-nafsu 
materialistik.50 
 
Adapun berbagai Dampak Buruk Korupsi Bagi Manusia mencakup 
beberapa bidang, beberapa diantaranya antara lain : 
a) Demokrasi 
Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di 
dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan 
yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. 
Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi 
akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di 
sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di 
pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan 
masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari 
pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan 
pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat 
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yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai 
demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. 
b) Ekonomi 
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat 
distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi 
meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, 
ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko 
pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang 
menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan 
mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan 
bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat 
aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan 
inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. 
Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai 
hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. 
c) Sistem Politik 
Korupsi juga akan merusak sistem politik sebuah negara. Praktik 
politik menghalalkan segala cara terjadi salah satunya karena praktek 
korupsi yang menjalar ke bidang politik. Korupsi juga mempersulit 
pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan 
pemerintahan. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor 
publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat 
yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin 
menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan 
praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. 
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Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, 
lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi 
kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan 
tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. 
 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan 
hukum pidana. 
Menurut Van Hamel mengatakan bahwa:51 
Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus 
ditegakkan oleh negara. 
 
Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:52 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan 
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c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
 
Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim dalam  untuk 
memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian 
pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:53 
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu 
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi 
juga perdata. 
 
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan 
pidana oleh hakim. 
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman yaitu sebagai berikut:54 
a. Teori absolut atau teori pembalasan; 
b. Teori relatif atau teori tujuan, dan 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien). 
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Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori 
pemidanaan tersebut diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan 
pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. 
Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka 
menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu 
kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. 
Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua 
perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima 
pembalasan. 
Menurut Sthal  mengemukakan bahwa:55 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksankan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak 
harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur teori ini 
antara lain Paul Anselm van Feurbach. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan 
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kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, 
yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar 
menjadi baik kembali. 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari pemikiran 
bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan 
absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, 
sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan.56 
Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan 
relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan 
penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan 
pembinaan dan pendidikan. 
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus dingat adalah 
bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih 
baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan 
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur 
yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat 
pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
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Menurut Erdianto Effendi pemidanaan mempunyai tujuan ganda, 
yaitu: 
a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan 
yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga 
konflik yang ada dapat selesai; 
b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa 
pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan 
dilarang untuk merendahkan martabat manusia. 
 
 
3. Jenis-Jenis Pidana 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pidana pokok, dan  
2. Pidana tambahan. 
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan. 
a. Pidana Pokok 
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut: 
1) Pidana mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan hukuman mati selalu 
diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, 
akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan 
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mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada 
zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.57 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Militer. 
Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ini ditetapkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan 
bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi 
dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum penetapan 
presiden yang berlaku adalah hukuman gantung. 
Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 ini, 
secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
2) Pidana penjara 
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan 
bahwa: 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
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Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain. 
3) Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut 
Niniek Suparni  bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:58 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat 
ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman 
penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. 
 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana.Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. 
Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah 
diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika 
pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 
ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda. 
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b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris 
yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
 
2) Perampasan barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
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Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu: 
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas. 
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga 
dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah 
ditentukan dalam undang-undang. 
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-
barang yang telah disita. 
 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa: 
Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana 
tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, 
dan Pasal 405 KUHP. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Kejaksaan Negeri Makassar. Dan sebagai alasan dipilihnya lokasi tersebut 
karena masalah tindak pidana korupsi yang pertanggungjawabannya 
dibebankan kepada Korporasi diwilayah hukum tersebut.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap 
mengetahui masalah yang dibahas, yaitu hakim dan Jaksa yang 
menangani kasus tindak pidana korupsi 
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian 
literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun 
sumber-sumbernya yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim dan 
jaksa guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang 
berkaitan dengan pembahasan ini. 
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari: 
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
b. Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi 
internasional yang berhubungan dengan objek penelitian. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang 
menggambarkan pelaksanaan dalam menilai unsur-unsur penganiayaan 
yang dilakukan oleh seseorang dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi 
1. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang diatur dalam 
Undang-Undang 
Teori pidana terhadap badan hukum memunculkan konsep 
kejahatan korporasi (corporate crime). Corporate crime adalah suatu 
tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau 
badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau 
diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan 
tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk 
ke dalam   golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke 
dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang 
lain atau terhadap masyarakat secara meluas, dan karenanya hukuman 
pidana dijatuhkan kepada perkumpulan atau badan hukum tersebut 
melalui suatu proses acara pidana yang layak. 59 
Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu antara 
lain:60 
a. perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan 
(ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis 
untuk perusahaan tersebut. 
b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada 
orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada 
masyarakat. 
c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus 
yang canggih dan tidak konvensional.  
                                                          
59 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2013, hal 195-196.  
60 Ibid.  
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Kemudian, berkaitan dengan adanya kejahatan yang dilakukan 
oleh sebuah korporasi maka terhadap tindakan tersebut menuntut 
pembebanan pertanggungjawaban dari korporasi. Muladi merupakan ahli 
yang pro terhadap pertanggungjawaban korporasi dengan mengajukan 
alasan sebagai berikut61 :  
a. Hanya memidana para pengurus perusahaan saja tidak cukup 
kuat untuk menekan tindak pidana korporasi ini; 
b. Karena ternyata korporasi semakin memainkan peranan 
penting; 
c. Untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dengan 
menghukum perusahaan-perusahaan; 
d. Pidana terhadap korporasi merupakan upaya untuk tidak 
memidana pihak lemah seperti pengurus atau karyawan 
perusahaan.  
 
Oleh karena badan hukum dianggap dapat melakukan suatu tindak 
pidana maka badan hukum merupakan subyek hukum dan kepadanya 
dapat dimintakan pertangunggjawaban pidana dengan alasan:  
a. Untuk menumbuhkan efek jera bagi perusahaan atau pemilik 
perusahaan, sehingga dapat mencegah terulangnya tindakan 
serupa dikemudian hari, baik oleh perusahaan yang sama 
maupun oleh perusahaan yang lain; 
b. Jika hanya direksi yang dipidana, perusahaan atau 
pemiliknya/pemegang sahamnya dapat terus berbisnis tanpa 
efek apapun, karena ketika direksi dipidana perusahaan tinggal 
mengganti direksi; 
c. Hukuman denda atau ganti rugi yang besar seringkali hanya 
dapat dipikul perusahaan, sedangkan direksi sebagai orang 
yang digaji umumnya tidak cukup memiliki dana sebesar itu; 
d. Tanpa pemidanaan terhadap perusahaan, akan sangat tidak 
adil dan memberatkan bagi direksi perusahaan; 
e. Pemidanaan terhadap perusahaan dapat dipandang sebagai 
suatu bentuk resiko bisnis yang memang harus ditanggung oleh 
perusahaan, sebagaimana juga jika ada keuntungan bisnis yang 
menjadi keuntungan perusahaan tersebut; 
f. Pemidanaan terhadap perusahaan dapat mendorong pemilik 
perusahaan, misalnya lewat rapat umum pemegang saham, 
                                                          
61 Ibid, hal 197-198.  
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untuk mencegah sedari dini tindakan pidana yang merugikan 
masyarakat atau ketertiban umum tersebut; 
g. Untuk menghindari terjadinya unjust enrichment (memperkaya 
diri tanpa hak) jika perusahaan dapat menikmati hasil dari suatu 
tindak pidana.62   
     
Pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan dalam pengertian setiap orang yang 
merupakan penunjukan langsung kepada Subjek Hukum. Dalam Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap 
orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan 
pengertian korporasi diatur secara tersendiri dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu korporasi adalah kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum.  
Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, antara lain :63 
a. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana 
Ekonomi. Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa : “Jika suatu 
tindak pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, 
suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka...” 
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004. Dimana menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) 
Jo. Pasal 24, Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 25, “Setiap orang atau 
badan hukum dilarang melakukan...”. 
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998. Menurut Pasal 46 ayat (2) bahwa, “...dilakukan 
oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, 
perserikatan, yayasan atau korporasi”. 
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam 
formulasi tindak pidana psikotropika, hanya disebut dengan istilah 
                                                          
62 Ibid, hal 202. 
63 Diedit dari Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal 225-226 
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“korporasi”. Sedangkan pengertian korporasi dijelaskan dalam 
Pasal 1 angka 13, yaitu “kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”. 
Undang-undang inilah yang pertama menggunakan istilah 
korporasi. 
e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah di ubah dengan 
undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Disebut juga 
dengan korporasi seperti halnya pada undang-undang psikotropika. 
Pengertian korporasi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 21, yaitu 
“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau 
kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum”. 
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Menurut Pasal 46 ayat (1), ditentukan “...jika 
dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, 
perserikatan, yayasan atau organisasi lain”. 
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001. perumusannya “...jika dilakukan 
oleh korporasi. Pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, 
yaitu “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau 
kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum”. 
h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. 
Istilah yang dipakai adalah korporasi. Pengertiannya dijelaskan 
dalam Pasal 1 angka 10 yaitu : “korporasi adalah kumpulan orang 
dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum”. 
 
Rufinus Hotmaulana Hutahuruk membagi dua ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana 
korporasi dan siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu: 
a. Undang-undang yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek 
tindak pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada 
anggota atau pengurus.  
1. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang mulai berlaku pada 
tanggal 17 September 1951, Dalam Pasal 19 menyatakan 
bahwa hukuman akan dikenakan kepada pengurus dalam hal 
badan hukum dianggap melakukan tindak pidana. 
66 
2. Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang 
Penimbunan Barang-Barang, yang mulai berlaku tanggal 22 
September 1951 menyebutkan dalam perumusannya badan 
hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau 
yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan 
sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun 
berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya (Pasal 1 
huruf e). UU Drt. No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan 
Barang Menurut Pasal 11 angka 2 suatu perbuatan yang dapat 
dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh satu 
badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat 
dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama 
melakukan atas nama badan hukum itu. 
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pe-
mungutan Pajak Penjualan, menyatakan bahwa korporasi dapat 
merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana. Istilah yang 
dipergunakan adalah "badan hukum". UU Drt. No. 19 Tahun 
1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan. Dalam Pasal 46 
dikatakan bahwa penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan 
kepada anggota pengurus. 
4.  Undang-Undang Darurat (UU Drt.) Nomor 13 Tahun 1952 
tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan 
dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan 
Indische Muntwet 1912 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 
1953. Dalam Pasal 5 ayat (2) mengatakan yang dituntut adalah 
pengurus yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan 
hukum lain. 
5. UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3). 
6. Undang-Undang Nomor 11 Pnps 1963 tentang Tindak Pidana 
Subversi, yaitu seperti pada Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 
tentang Tindak Pidana Ekonomi, hanya ditambah "organisasi 
lainnya" (Pasal 17). Undang-undang ini telah dinyatakan tidak 
berlaku dengan UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU 
No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan 
Subversi. 
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang pada 
prinsipnya mengatakan bahwa pengurus dapat dimintai 
pertanggungjawban pidana. 
8.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada 
prinsipnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bila tindak pidana 
"Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT,  
perserikatan, yayasan atau koperasi" maka penuntutan dapat 
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dilakukan kepada yang memberi perintah yang dalam hal ini 
bisa pengurus dan atau pimpinan. 
 
b. Ketentuan perundang-undangan yang menentukan bahwa korporasi 
sebagai subjek hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban 
pidananya dibebankan kepada pengurus dan atau kepada 
korporasi. 
1. Undang-Undang Nomor 7/Drt. Tahun 1955 tentang Tindak 
Pidana Ekonomi, menyebutkan sebagai berikut: Apabila 
dilakukan oleh atau atas nama "badan hukum, perseroan, 
perserikatan atau yayasan". Menurut Pasal 15 ayat (1), suatu 
tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu 
badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau 
suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, 
baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, 
bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, 
perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu 
masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu 
atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana 
tersebut. 
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, 
menyebutkan: "tiap orang atau badan hukum" (lihat Pasal 6 ayat 
(1), Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 24, Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 25). 
Dalam Pasal 24 mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana 
dianggap telah dilakukan oleh badan hukum maka pengurus dan 
badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuran-sian. Dalam Pasal 24 menyebutkan bahwa korporasi 
dapat merupakan subjek hukum tindak pidana dan kepada 
pengurus dan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana. 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja tidak secara tegas menyebutkan bahwa korporasi 
dapat merupakan subjek hukum tindak pidana dengan meng-
gunakan istilah pengusaha yang dalam Pasal 1 ayat (3) 
mengatakan meliputi orang, persekutuan, atau badan hukum. 
Dengan demi¬kian dapat dikatakan bahwa pengurus dan badan 
hukum dapat dipidana. 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Dalam ketentuan Pasal 315 dapat disimpulkan 
bahwa korporasi (dalam hal ini dirumuskan dengan badan 
hukum Indonesia) yang melakukan "usaha angkutan umum", 
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merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbangan. 
Dalam ketentuan Pasal 420 dapat disimpulkan, bahwa badan 
hukum (agen ekspedisi, badan usaha bandar udara, badan 
usaha pergudangan, badan usaha angkutan udara niaga) dapat 
merupakan subjek tindak pidana yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana). 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 
dalam Pasal 335 yang pada prinsipnya menyebutkan, bahwa 
setiap orang dan badan hukum dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
menggunakan peristilahan dalam perumusannya dengan "setiap 
pihak". Pengertian "pihak" diterangkan dalam Pasal 1 angka 23, 
yaitu dapat mencakup orang perseorangan, perusahaan, usaha 
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
dalam perumusan delik hanya disebut istilah "korporasi". 
Pengertiannya disebut dalam Pasal 1 sub 13: "kumpulan 
terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan 
hukum maupun bukan". Menurut Pasal 59 ayat (3) pada 
prinsipnya menyebutkan bahwa kepada korporasi dan pelaku 
atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
10. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada prinsipnya 
dalam ketentuan Pasal 130 menyebutkan bahwa sanksi pidana 
dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dipidana denda di Pasal 111 s.d. 
126 dan Pasal 129. Selain itu, korporasi dapat dijatuhi pidana 
tambahan. 
11. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. "Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan 
oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi 
pidana dijatyhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi 
perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" (Pasal 
116). 
12. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dari 
perumusan Pasal 62 yang mengatur tentang pelaku tindak 
Pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah "pelaku 
usaha". Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 sub (3), yaitu 
badan usaha atau bukan maka dapat disimpulkan bahwa 
korporasi dapat dikenakan sanksi pidana. 
13. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun digunakan dalam 
rumusannya adalah "setiap orang", namun dalam Pasal 1 angka 
3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang adalah 
69 
orang perseorangan atau termasuk korporasi". Pengertian 
"korporasi" dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut Pasal 20 
ayat (2), tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa terhadap pengurus dan korporasi dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 
14. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam 
perumusannya menggunakan istilah "barang siapa" (Pasal 47, 
52, 53, 54, 55, dan 56), penyelenggara jasa telekomunikasi 
(Pasal 57), penyelenggara jaringan telekomunikasi (Pasal 48), 
penyelenggara telekomunikasi (Pasal 49 dan Pasal 50), serta 
penyelenggara telekomunikasi khusus (Pasal 51). Pasal 8 ayat 
(1) menentukan bahwa penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf 
b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk 
maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi, 
oleh karenanya maka korporasi merupakan subjek hukum 
pidana dan kepada pengurus dan korporasinya dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana. 
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 19 Tahun 
2004 istilah yang digunakan adalah badan hukum dan atau 
badan usaha. Dalam Pasal 78 ayat (14) pada prinsipnya 
menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat 
dikenakan kepada pengurus dan badan hukum dapat dikenakan 
sanksi pidana. 
16. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo. UU No. 25 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
pada prinsipnya mengatakan bahwa pengurus dan atau kuasa 
pengurus dapat dikenakan sanksi pidana. 
17. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 2, yang dimaksud 
dengan setiap orang mencakup pula korporasi, pengertian 
korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yakni kumpulan 
orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan 
badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal 17 
ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme dilakukan oleh 
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korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri 
maupun bersama-sama maka kepada mereka dan badan hukum 
dapat dikenakan sanksi pidana. 
18. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 24 yang 
merumuskan istilah "setiap orang". Dapat dikenakan sanksi 
pidana sedangkan dalam Pasal 10 huruf d dinyatakan bahwa 
dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat 
meminta keterangan pada seseorang, dan penjelasan pasal 
demi pasalnya menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan 
seseorang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan 
demikian, pengurus dan badan hukum dapat menjadi subjek 
tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. 
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari 
perumusan delik yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) jo. Pasal 
101 dapat disimpulkan bahwa pengurus dan korporasi dapat 
dikenakan sanksi pidana. 
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, istilah 
yang digunakan adalah badan usaha yang termasuk dalam 
pengertian orang. Pengertian orang, dijelaskan dalam Pasal 1 
angka 15, yaitu badan hukum. Pasal 102—104 adalah ketentuan 
pidana terhadap pelanggaran UU, jadi badan hukum adalah 
subjek hukum pidana. 
21. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 
yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda 
dengan pemberatan 3 (tiga) kali. 
 
Dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum, pada pokoknya 
berawal dari pemikiran bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum 
adalah pemangku hak dan kewajiban. Beberapa waktu yang lalu 
pengertian pemangku hak dan kewajiban  hanyalah sebatas kepada 
individu dikarenakan hanya individu yang mampu memenuhi hak dan 
kewajibannya dikarenakan individu dapat bergerak atau bertindak secara 
hukum. Namun semakin berkembangnya perekonomian global, ternyata 
pengertian yang sempit mengenai subjek hukum tersebut bergeser. Pada 
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kenyataannya tidak hanya individu atau orang perseorangan yang mampu 
memiliki hak dan kewajibannya namun ada juga pihak lain yang memiliki 
hak dan kewajiban yakni korporasi.  Sebagaimana telah dijelaskan dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa korporasi 
adalah Badan Hukum atau kumpulan orang atau harta kekayaan yang 
tidak berbadan hukum.   
Terkait dengan badan hukum sangat jelas sekali landasan filosofis 
yang menjadikannya sebagai subjek hukum yakni saat badan hukum di 
lahirkan yakni dengan disahkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada 
Kementrian Hukum dan HAM  maka dengan sendirinya telah lahir hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban yang secara rinci tertuang dalam anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga, sedangkan korporasi yang bukan 
badan hukum dibuat dengan Akta Otentik yang memuat anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga AD/ART oleh notaris dan didaftarkan ke 
pengadilan setempat. Pendirian korporasi tentunya tidak hanya 1 
melainkan banyak korporasi yang didirikan khususnya di Indonesia ini. 
Dengan adanya tuntutan pemenuhan kewajiban dan juga hak suatu badan 
hukum maka pasitinya ada juga korporasi lain yang sama-sama 
melakukan pemenuhan hak, oleh karenanya dibutuhkan pengaturan 
khusus untuk membatasi pemenuhan hak korporasi tersebut. Yakni setiap 
korporasi memiliki kebebasan untuk memenuhi haknya namun hal mana 
kebebasan tersebut dibatasi oleh hak korporasi lain, individu lain dan juga 
negara.  
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Dalam kenyataannya korporasi seringkali melampaui batas-batas 
kebebasan dalam pemenuhan haknya sehingga muncul permasalahan 
yang masuk dalam ranah pidana, dengan adanya kegiatan pemenuhan 
hak dan kewajiban oleh korporasi tersebut maka kemudian korporasi 
dianggap sebagai organ hidup yang mampu untuk memenuhi tujuannya 
dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sehingga telah jelas 
kapasitasnya bahwa korporasi dapat bergerak sebagaimana individu 
dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh karenanya korporasi juga 
merupakan pemangku hak dan kewajiban sebagaimana individu.  
  Dalam lingkup perdata, yang dimaksud korporasi hanya terbatas 
pada kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang berbadan hukum  
dan bukan berbadan hukum termasuk didalamnya adalah bentuk dari 
perseroan terbatas (PT) salah satu contohnya dan bukan badan hukum 
seperti Firma/Fa, persekutuan komanditaire/CV.  
Pertanggungjawaban korporasi terkait erat pembahasannya 
dengan pembuktian kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh 
korporasi dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian penulis 
lakukan di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri didapat data tentang 
penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi 
yang pada pokoknya minim.  Tidak ada 1 (satu) kasus yang berhasil 
diajukan ke persidangan sampai saat penulis melakukan penelitian tindak 
pidana korupsi dengan subyek hukum Korporasi. 
Hal senada dikuatkan dengan hasil penelitian Penulis di 
Lingkungan Kejaksaan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara 
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kasubdit pada Tindak Pidana Khusus dilingkungan Jaksa Tindak Pidana 
Khusus, Armasari yang berpendapat: 
“seyogyanya di dalam suatu korporasi yang terdapat tindak pidana, 
orang atau pengurusnya yang dipenjara bukan korporasinya hal 
tersebut dikarenaka apabila korporasi yang dipidana maka 
korporasi akan digunakan sebagai tempat berlindung bagi 
pengurus-pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana.”   
 
Minimnya subyek hukum korporasi dijadikan tersangka/terdakwa 
dalam kasus tindak pidana korupsi dikarenakan dalam melakukan 
penyidikan, penyidik lebih cenderung memeriksa pengurus dari korporasi 
sedangkan pemeriksaan terhadap korporasi tersebut tidak mendalam 
sehingga tidak didapatkan data yang komprehensif tentang kapasitas 
Korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi.  
Berdasarkan pendapat dari hasil penelitian tersebut diatas, penulis 
berpendapat bahwa dengan berlarutnya dan kesulitan dalam melakukan 
penyidikan, penyidik lebih cenderung memeriksa pengurus dari korporasi 
sedangkan pemeriksaan terhadap korporasi tersebut tidak mendalam 
menunjukkan tingkat keefektifan dari pertanggungjawaban dan 
pemidanaan terhadap korporasi masih jauh dari harapan undang-undang 
dan masyarakat dan sangat tidak efektif.  Pendapat penulis berkaitan 
dengan keefektifan pemidanaan terhadap korporasi akan penulis bahas 
pada sub bab pemidaan terhadap korporasi.   
Berdasarkan hasil penelitian penulis atas pendapat tersebut adalah 
sejalan dengan rumusan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya saat membahas tentang 
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pertanggungjawaban korporasi yakni dalam ketentuan Pasal 20  ayat (1) 
merumuskan sebagai berikut :  
“dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan 
terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” Ketentuan tersebut diatas jika 
didalami memiliki makna  jika korporasi melakukan tindak pidana maka 
dalam penerapannya, penegak hukum dapat menghukum korporasi saja 
atau pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya sekaligus. 
Ketentuan yang demikian berdasarkan hasil penelitian penulis yang 
menyebabkan minimnya korporasi diajukan ke persidangan dan aturan 
yang demikian juga yang mendasari penegak hukum untuk menghindari 
pengurus berlindung dibelakang korporasi.  
2. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Nomor 
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar 
Untuk melihat pertanggungjawaban korporasi dalam Kasus PT. 
ARA maka terlebih dahulu haruslah mengetahui dengan jelas tentang 
permasalahan dari Kasus PT. ARA tersebut. Berikut adalah beberapa hal 
yang harus dicermati dalam kasus PT. ARA 
a. Kasus Posisi 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur 
Utama PT.Aditya Rezki Abadi (PT.ARA) Makassar sesuai dengan akta 
Pendirian Perusahaan No.43 Tanggal 11 Januari 2002 dan Syarifuddin 
Ashari yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selaku 
Manajer Operasional PT.ARA, bersama- sama dengan Abdurrachman 
Salam (Almarhum) selaku Kepala PT. Bank Tabungan Negara (PT.BTN) 
(Persero) Cabang Syariah Makassar dan Muh. Nasir selaku Penyelia 
Opersional PT.BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar (yang 
penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan 
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tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 
2005 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidak- tidaknya pada waktu 
lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor PT.BTN (Persero) Cabang 
Syariah Makassar Jalan Boulevard Ruko Jasper II No. 34 dan di kantor 
PT.Aditya Rezki Abadi (PT.ARA) Jalan Sultan Alauddin No.123 Makassar 
atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
yang berwenang dalam memeriksa dan megadili, telah melakukan atau 
turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang 
dilakukan secara berturutturut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak 
berapa kali, atau setidak- tidaknya lebih dari satu kali, merupakan 
kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara- 
cara sebagai berikut:  
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur 
PT.ARA, Pada tahun 2005 telah mengajukan permohonan pembiayaan 
multiguna kendaraan bermotor kepada PT.BTN (persero) Cabang Syariah 
Makassar, sehubungan dengan adanya produk pembiayaan kendaraan 
bermotor yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran 
Direksi PT.BTN (Persero) Nomor : 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 05 April 
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna BTN Syariah 
dan Standar Operating Prosedur Pembiayaan Multiguna BTN Syariah 
(SOP). 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi mengajukan 
permohonan pembiayaan kendaraan bermotor pada PT.BTN (Persero) 
Cabang Syariah Makassar, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 
selaku Direktur PT.ARA, memerintahkan Syarifuddin Ashari selaku 
Manajer Operasional PT.ARA dan saksi Andi Basri Esa selaku Manajer 
Marketing PT.ARA, mencari pihak lain yaitu orang perorangan yang 
bersedia membantu PT.ARA untuk menjadi pihak yang seolaholah 
sebagai calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan mobil, 
selanjutnya Syarifuddin Ashari melaksanakan perintah terdakwa 
Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi dengan cara meminjam identitas calon 
nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 
Surat Nikah dan Pas foto dengan imbalan per-orang Rp.700.000,- (tujuh 
ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu 
rupiah) untuk diajukan ke PT.BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar 
bersama dengan identitas calon nasabah tersebut, PT.ARA juga 
melampirkan dokumen yang seolah- olah isinya benar, berupa :  
 Foto Copy Surat Keputusan (SK) bagi Karyawan;  
 Surat Keterangan dari Instansi bagi Karyawan;  
 Surat Keterangan Penghasilan/ Slip gaji bagi Karyawan;  
 Surat Keterangan Usaha (SIUP/TDP) bagi wiraswasta; 
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 Surat keterangan penghasilan dai pihak keluarga bagi 
wiraswasta Surat Permohonan/form permohonan 
pembiayaan Membuka tabungan di BTN Syariah  
 Penawaran unit kendaraan dari dealer/showroom NPWP bila 
pembiayaan yang diajukan lebih dari Rp.100.000.000,- 
 
Keseluruhan dokumen yang diajukan oleh PT.ARA ke PT.BTN 
(Persero) Cabang Syariah Makassar sejumlah 785 (tujuh ratus delapan 
puluh lima) calon nasabah, harus dilakukan verifikasi oleh bagian 
Financing Service Officer (FSO) yaitu sksi Yahya Hidayat dan saksi Muh. 
Afif walaupun pada kenyatannya tugas tersebut diambil alih oleh Muh. 
Nasir, SE atas sepengetahuan Abdurrachman Salama (Almarhum) selaku 
Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar, sehingga seluruh 
dokumen yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi 
, diloloskan seolah- olah telah dilakukan verifikasi. 
Perbuatan Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dan 
Syarifuddin Ashari bersama- sama dengan Abrurachman Salama 
(Almarhum) dan Muh. Nasir tersebut bertentangan dengan Standard 
Operating Procedures (SOP) Surat Edaran Direksi PT.Bank Tabungan 
Negara BTN (Persero) Nomor : 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005, 
yaitu aplikasi dan persyaratan calon nasabah harus melalui tahapan 
verifikasi, wawancara, dan pengecekan setempat seharusnya dilakukan 
oleh Finance Service Officer. 
Dari 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) calon nasabah yang 
diajukan oleh terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan pokok 
pinjaman sebesar Rp.72.049.787.175.00 (Tujuh puluh dua miliar empat 
puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh 
puluh lima rupiah) ternyata diantaranya terdapat 493 (empat ratus 
sembilan puluh tiga) orang adalah calon nasabah fiktif, karena selain 
dokumen tersebut di atas, masih terdapat dokumen lain yang dijadikan 
jaminan ke Bank sebagai syarat pencairan dana pembiayaan saja, 
padahal diketahui dokumen tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. 
Dokumen tersebut diantaranya : Surat Pernyataan mengenai ketersediaan 
mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa Jusmin Dawi bin Semi selaku 
Direktur PT.ARA, sedangkan Berita Acara penyerahan kendaraan dari 
PT.ARA kepada nasabah ditandatangani oleh Syarifuddin Ashari seolah- 
olah kendaraan tersebut telah diserahkan kepada nasabah; Surat 
permohonan pembukaan faktur yang ditandatangani oleh Terdakwa 
Muhammad Jusmin Dawi bin Semi bersama Syarifuddin Ashari kepada 7 
(tujuh) dealer yaitu PT.AAA, PT.AAJ, PT.Johar, PT.Patara, PT.HK, PT.SPI 
77, dan PT.Surandar. 
Setelah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa 
Muhammad Jusmin Dawi bin Semi disyaratkan membuat cover note yang 
berisi kesanggupan untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) kepada PT.BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar 
selambatlambatnya 4 (empat) bulan sejak akad pembiayaan multiguna 
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BTN Syariah ditandatangai, namun pada kenyataannya pembiayaan 
kendaraan bermotor sejak periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 
2008 terdapat 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) dan faktur kepemilikan kendaraannya yang 
oleh Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi, tidak diserahkan ke 
PT.BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur 
PT.ARA bertanggungjawab penuh atas pembayaran pembiayaan 
angsuran nasabah tersebut mulai dari awal sampai dengan pembayaran 
pelunasan, kenyataannya angsuran yang telah disetor melalui PT.ARA, 
oleh Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi tidak disetor ke PT.BTN 
(Persero) Cabang Syariah Makassar melainkan digunakan unuk keperluan 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi sendiri sehingga atas 
perbuatan Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dan Syarifuddin 
Ashari bersama- sama dengan Abdurachman Salama (almarhum) dan 
Muh.Nasir telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. 
Perbuatan Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dan 
Syarifuddin Ashari bersama- sama dengan Abdurachman Salama 
(almarhum) dan Muh. Nasir, yang dilakukan secara terus menerus sejak 
Tahun 2005- Tahun 2008 sehingga akibat dari perbuatan tersebut 
menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.44.199.462.000,00 
(Empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat 
ratus enam puluh dua ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif 
yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-
1372/PW21/5/2009 tanggal 1 Desember 2009. 
 
Adapun amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Negeri Kelas IA Khusus Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar 
pada tanggal 19 Februari 2013, Majelis Hakim memberikan putusan 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan secara bersama- sama dan berlanjut; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan 
pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 
sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 
3. Menjatuhkan pula pidana agar Terdakwa membayar uang 
pengganti kerugian keuangan negara sebesar 
Rp.44.199.462.000,00 (Empat puluh empat miliar seratus sembilan 
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puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) 
dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti 
tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan 
disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan 
dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun. 
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu 
selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit luar rumah tahanan 
negara yang tidak ikut dikurangkan; 
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas : 
1) 1 (satu) bundel Foto copy (legalisir) standart Operating 
Procedures (SOP) BTN Syariah 
2) 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) surat edaran direksi BTN 
Syariah No. 6/DIR/DSYA/2005 tanggal 5 April 2005; 
3) 1 (satu) bundel foto copy perjanjian kerjasama pengadaan 
kendaraan bermotor antara PT.BTN Kantor Caban Syariah 
Makassar dengan PT.ARA No.5/PKS/KCSMKSNI/2005 tanggal 
29 Juni 2005; 
4) 1 (satu) bundel FC legalisir perjanjia kerjasama pengadaan 
kendaraan bermotor antara PT.BTN Kantor Cabang Syariah 
Makassar dengan PT.ARA Nomor 257 tanggal 28 Februari 
2006; 
5) 1 (satu) lembar Fc legalisir permohonan ijin pembuatan kantor 
cabang syariah No.7/901/dp/2005 tanggal 6 April 2005; 
6) 1 (satu) lembar Fc (legalisir) ketetapan direksi 
No.05/Dir/DSYA/2005 tentang pembukuan Bank BTN Kantor 
Cabang Syariah Makassar, PT. BTN (persero) tanggal 11 April 
2005; 
7) 1 (satu) lembar Fc legalisir petikan surat keputusan direksi 
PT.Bank Tabungan Negara No.084/DIR/2004 tentang 
penunjukan Kepala Cabang Syariah PT.Bank Tabungan 
Negara (Persero) di Makassar tanggal 4 November 2004; 
8) 1 (satu) lembar Fc legalisir petikan surat keputusan direksi 
PT.Bank Tabungan Negara (Persero) No.098/Dir/2004 tentang 
promosi/mutasi pegawai a.n. Muhammad Nasir pada Kantor 
Cabang Syariah PT.Bank Tabungan Negara (persero) di 
Makassar tanggal 10 Desember 2004; 
9) 1 (satu) bundl legalisir akta pendirian PT.ARA No.43 tanggal 11 
Januari 2005 dan 1 bundel FC (Legalisir) perubahan akta 
pendirian PT.ARA No.193 tanggal 28 Januari 2006; 
10) 696 bundel Fc Legalisir dokumen surat pernyataan nasabah 
pembiayaan multiguna BTN Syariah; 
11) 139 lembar Fc legalisir surat pernyataan nasabah pembiayaan 
multiguna BTN Syariah; 
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12) 1 (satu) bundel FC legalisir dokumen pembelian mobil  tahun 
2005-2007 PT.ARA dari PT.Juhar Megah Motor; 
13)  2 (dua) lembar dokumen pembelian mobil tahun 2005-2007 
PT.ARA dari PT.CV Pattara Motor; 
14) 1 (satu) buah buku kas PT.ARA tahun 2005 s/d tahun 2008; 
15) 1 (satu) bundel daftar kendaraan PT.ARA tahun 2005 s/d tahun 
2008; 
16) 1 (satu) bundel sebanyak 124 lembar tanda terima bilyet giro 
PT.ARA ke 2 dealer yaitu dealer Jujur Jaya Sakti, dealer Haji 
Fajar, dan dealer AAJ; 
17) 1 (satu) bundel sebanyak 327 lembar kwitansi PT.ARA sebagai 
tanda terima angsuran nasabah; 
18) 1 (satu) bundel sebanyak 95 lembar dari PT.ARA ke BTN 
Syariah; DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA 
SYARIFUDDIN ASHARI 
19) Tanak milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual 
beli tanah nomor 183/AKTA/KB/V/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Nirannuang Kec Bontomarannu Gowa luas 13.869 m2 
sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 
2009; 
20) Tanak milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual 
beli tanah nomor 183/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Nirannuang Kec Bontomarannu Gowa luas 8.807 m2 
sertifikat hak milik No.00552/Nirannuang tanggal 13 Januari 
2009; 
21) Tanak milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual 
beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Nirannuang Kec Bontomarannu Gowa luas 7.424 m2 
sertifikat hak milik No.00572/Nirannuang tanggal 13 Januari 
2009; 
22) Tanak milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta jual 
beli tanah nomor 76/AKTA/KB/III/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Nirannuang Kec Bontomarannu Gowa luas 4.686 m2 
sertifikat hak milik No.00573/Nirannuang tanggal 13 Januari 
2009; 
23) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 142/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 11.777 m2 sertifikat 
hak milik No.160/Patontongan tanggal 04 September 1993; 
24) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 146/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 15.288 m2 sertifikat 
hak milik No.160/Patontongan tanggal 04 September 1993; 
25) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 141/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 15.374 m2 sertifikat 
hak milik No.172/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
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26) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 144/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 16.951 m2 sertifikat 
hak milik No.175/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
27) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 140/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 19.084 m2 sertifikat 
hak milik No.176/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
28) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 139/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 19.575 m2 sertifikat 
hak milik No.177/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
29) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 143/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 16.335 m2 sertifikat 
hak milik No.179/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
30) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 145/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Pantontongan Kec Mandai Maros luas 15.374 m2 sertifikat 
hak milik No.180/Patontongan tanggal 08 Desember 1993; 
31) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 179/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 2.907 m2 
sertifikat hak milik No.00688/Romangloe tanggal 31 Januari 
2008; 
32) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 192/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 4.447 m2 
sertifikat hak milik No.00693/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
33) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 180/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 4.608 m2 
sertifikat hak milik No.00702/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
34) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 101/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 6.731 m2 
sertifikat hak milik No.00711/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
35) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 190/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 5.447 m2 
sertifikat hak milik No.00714/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
36) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 164/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
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Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 5.982 m2 
sertifikat hak milik No.00730/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
37) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 191/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowaluas 7.184 m2 
sertifikat hak milik No.00755/Romangloe tanggal 28 Desember 
2007; 
38) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 186/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 1.765 m2 
sertifikat hak milik No.00762/Romangloe tanggal 31 Januari 
2008; 
39) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 171/AKTA/KBN/2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 10.099 m2 
sertifikat hak milik No.00780/Romangloe tanggal 31 Januari 
2008; 
40) Tanah milik Muhammad Jusmin Dawi bin Semi dengan akta 
jual beli tanah nomor 100/AKTA/KB/III2009 atas lokasi tanah di 
Kel.Romangloe Kec Bontomarannu Gowa luas 4.986 m2 
sertifikat hak milik No.00803/Romangloe tanggal 31 Januari 
2008; DIKEMBALIKAN KEPADA BTN SYARIAH KCS 
MAKASSAR 
6. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa 
sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 
 
Menarik untuk dicermati dalam putusan perkara PT. ARA dengan 
terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur Utama 
PT.ARA. dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap korporasi. 
Dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dijadikan 
terdakwa hanyalah terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi 
sedangkan korporasi tidak dijadikan terdakwa oleh Penuntut 
Umum.pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi PT. 
ARA seyogyanya bisa diterapkan, namun tidak dilakukan penuntutan. 
Dalam kasus ini, keduanya dapat dijadikan terdakwa baik PT.ARA 
maupun Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur Utama 
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PT.ARA. Jadi seharusnya Penuntut Umum mendakwa keduanya baik 
korporasi maupun Direktur utamanya. Menurut ajaran vikarius (vicarious 
liability) seseorang dimungkinkan  harus bertanggungjawab atas 
perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti 
korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, kuasanya, atau 
mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada 
korporasi.64Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
tindak pidana korupsi pada perkara aquo, sebenarnya korporasi PT.ARA 
disini digunakan sebagai sarana dan diberikan manfaat dimana uang 
pencairan dana tersebut masuk ke rekening korporasi. 
Korporasi dalam hal ini PT. ARA dapat dimintai 
pertanggungjawaban sebagai subyek hukum dan sebagai subyek hukum 
dalam tindak pidana korupsi. Secara tegas diatur dalam Pasal 20 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi 
sebagai berikut :  
Ayat (1)  :Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh 
atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan 
penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap 
korporasi dan atau pengurusnya. 
Ayat (2)  :Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-
orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 
                                                          
64 (Sutan Remy Syahdeini, SH, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT. Grafiti Pers, 
Tahun 2006 hal 85,86) 
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berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam 
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama. 
 
Namun dalam hal kasus PT. ARA, Terdakwa/Penasihat Hukum 
kemudian mengajukan banding ke kepaniteraan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. 
Adapun putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 
22/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks pada tanggal 01 Oktober 2014 yang 
memperkuat putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar. 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut 
Umum, yakni perbuatan Terdakwa mencocoki rumusan delik dalam Pasal 
2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUPTKP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal  
64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 
berdasarkan pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan. 
Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan dan telah menjatuhkan hukuman yang 
setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim telah menjatuhkan 
sanksi pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda. 
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 
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penjara, Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda sebesar 
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 
Majelis Hakim juga memberikan pidana tambahan sesuai pasal 18 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni menjatuhkan pidana 
pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang jumlahnya 
sama banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi yakni sebesar Rp.44.199.462.000,00 (Empat puluh empat miliar 
seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu 
rupiah). Majelis Hakim juga menerapkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) 
bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 
1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang 
pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana tambahan ini sudah 
sesuai dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara karena 
telah menetapkan jumlah uang pengganti yang sama banyaknya dengan 
jumlah kerugian keuangan negara yang diderita dari hasil tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. 
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B. Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak 
Pidana Korupsi 
1. Bentuk Pemidanaan Terhadap Korporasi 
Bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia secara umum 
diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hal mana  mengatur tentang bentuk pidana 
yang dapat dikenakan adalah :  
Pidana Pokok yang terdiri atas :  
 1). Pidana mati  
 2). Pidan Penjara 
 3). Pidana Kurungan 
 4) Pidana Denda 
Pidana tambahan yang terdiri atas: 
 1). Pencabutan beberapa hak tertentu; 
 2). Perampasan barang yang tertentu; 
 3). Pengumuman putusan hakim. 
Hukum positif di Indonesia mengatur selain dari pidana yang 
tercantum dalam  KUHP, berlaku juga bentuk pidana lain yang diatur 
dalam perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang tindak 
pidana yang terkait. Adalah tindak pidana korupsi yang pengaturannya 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.  Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang –Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi diatur pidana tambahan 
yakni :  
a).perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud barang yang bergerak yang digunakan untuk yang 
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diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun 
harga dari barang yang menggantikan barang tersebut; 
 b).pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi; 
c). penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 
lama 1 (satu) tahun; 
d).pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah 
atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.  
 
Ayat (2) dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi mengatur jika tepidana 
tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut.  Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan dalam hal 
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 
uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam 
putusan pengadilan.  
Berkaitan dengan pidana berupa uang pengganti Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) Nomor : 5 Tahun 2014 memberikan beberapa 
penegasan dalam penerapan terhadap pidana uang pengganti dengan 
ketentuan sebagai berikut :  
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Pasal 1  
Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam 
tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan 
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan 
semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang 
diakibatkan.  
 
Pasal 2  
Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus 
diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang 
harus dibayarkan terpidana; 
 
Pasal 4  
Ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara 
bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan 
uang pengganti tidak dapat dijatuhkan tanggung renteng.  
Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing 
terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti 
dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan 
peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang 
dilakukannya.  
  
Pasal 5  
Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 
tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, 
uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang 
terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam 
tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak 
pidana pencucian uang.  
 
Pasal 6  
Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam 
perkara yang bersangkutan.  
 
Pasal 7 
(1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang 
pengganti; 
(2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti 
sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut 
tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti. 
 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menegaskan “ selain dapat 
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dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, 
sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18.  Frase kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut adalah 
bukan merupakan keharusan, artinya penerapan ketentuan pidana 
tambahan ini bergantung pada penuntut Umum yang akan melakukan 
penuntutan ataupun kepada majelis Hakim yang akan memutus perkara 
yang disidangkan.  Dalam pasal selanjutnya tidak ada kewajiban yang 
mengharuskan Penuntut Umum ataupun Majelis hakim menerapkan 
ketentuan pidana tambahan.  
Dalam ketentuan mengenai pengaturan sanksi yang dapat 
diterapkan pada korporasi dalam KUHP tidaklah jelas mengingat dalam 
KUHP, tidaklah menyebutkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum. 
Namun pengaturan sanksi mengenai korporasi jauh lebih mendalam 
dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengingat dalam 
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa korporasi 
adalah sebagai subyek hukum. Pidana pokok yang dapat diterapkan 
kepada korporasi berdasarkan penelitian penulis adalah pidana denda. 
Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak 
ada alternative jika pidana denda tidak dibayarkan oleh korporasi tersebut. 
Pidana alternatif dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
manakala jika terhadap korporasi dijatuhi hukuman pidana berupa uang 
pengganti halmana disebutkan jika korporasi tidak dapat membayar dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan 
dilelang oleh Jaksa.   
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Pengaturan tentang tatacara pembayaran pidana denda dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga tidak begitu lengkap. Hasil 
penelitian penulis yang melakukan kajian terhadap Rancangan Undang-
Undang KUHP, dalam Pasal 82 RUU  KUHP menegaskan tentang 
pelaksanaan pidana denda yang dilakukan dengan cara: (1). Pidana 
denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai 
dengan putusan hakim. (2). Jika denda sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka 
untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari 
kekayaan atau pendapatan terpidana kemudian dalam Pasal 85 
menegaskan tentang alternatif pidana denda yang tidak dapat 
dilaksanakan oleh korporasi yakni ”jika pengambilan kekayaan atau 
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat 
dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa 
pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”. 
Terkait dengan tujuan pendirian sebuah korporasi dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekembangan 
perekonomian global, menarik untuk dicermati adalah tujuan para pendiri 
korporasi. Penulis berpendapat ada beberapa tipe korporasi yang didirikan 
oleh pendirinya dengan beberapa tujuan, yakni :  
a). Korporasi yang didirikan untuk menjalankan maksud ekonomi 
pendirinya dengan menjalankan kaida hukum yang baik dan 
benar dengan tujuan meraih untung. 
b). Korporasi yang didirikan semata-mata untuk untuk melakukan 
tindak pidana dengan tujuan untuk meraih keuntungan tanpa 
mengindahkan kaidah hukum yang berlaku. 
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Untuk jenis korporasi yang termasuk dalam tipe a adalah korporasi 
yang didirikan sesuai dengan tujuan pendirian korporasi sehingga dalam 
kegiatannya tidak menimbulkan permasalahan dikarenakan tipe korporasi 
ini memang sangat mendukung iklim perekonomian negara. Tipe 
korporasi ini jika dalam melakukan kegiatannya telah melakukan tindak 
pidana antara lain berupa korupsi maka kepada korporasi ini dapat 
dikenakan pidana berupa berupa denda atau uang pengganti. 
Pembayaran dapat dilakukan oleh korporasi tersebut atau jika korporasi 
dibebani pembayaran uang pengganti jika mengalami kendala dapat 
dilakukan dengan cara melakukan penyitaan dan melelang harta milik 
korporasi tersebut. Namun jika dalam melelangpun hartanya ternyata tidak 
mencukupi maka permasalahan akan timbul. Menurut hemat penulis jika 
hal tersebut terjadi dan keberadaan korporasi ini memberikan banyak 
manfaat bagi pegawai dan perekonomian maka adalah lebih baik jika 
untuk pembayaran uang pengganti dilakukan dengan cara melakukan 
pengampuan terhadap korporasi dengan menempatkan korporasi 
dibawah kemetrian BUMN sampai dengan jangka waktu pelunasan 
kewajiban uang penggantinya atau dendanya tersebut. Tindakan demikian 
adalah bertujuan lebih efektif dikarenakan semua cashflow keuangan dan 
kewajiban serta kegiatan korporasi akan terpantau dengan baik sehingga 
percepatan pengambalian kerugian negara lebih efektif. Kemudian jika 
sudah terlunasi maka terhadap korporasi ini dapat diberikan kembali 
kebebasannya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan korporasi 
dalam AD/ART nya.  
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Untuk korporasi type b bukan tidak mungkin seseorang atau 
kumpulan orang mendirikan korporasi adalah hanya untuk membuat 
tindak pidana mengingat keuntungan yang didapat dari tindak pidana 
tersebut adalah lebih besar. Perputaran nilai uang dalam korporasi jenis 
ini sangatlah besar, oleh karenanya bukanlah merupakan satu kesulitan 
tersendiri bagi korporasi untuk membayar denda atau uang pengganti jika 
tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Penanganan untuk korporasi 
type ini harulah berbeda dengan korporasi type a. Korporasi type b 
menjadikan tindak pidana sebagai kegiatan utamanya artinya korporasi 
dijadikan alat untuk melakukan pidana guna mendapatkan keuntungan 
sebesar-besarnya. Pengenaan denda atau uang pengganti yang nilainya 
besar akan sanggup dengan mudahnya dibayar oleh korporasi tipe ini. 
Menurut hemat penulis pemotongan sumber kegiatan dari korporasi 
adalah merupakan cara yang paling efektif artinya pembekuan atau 
pencabutan izin korporasi atau pembubaran korporasi menjadi cara yang 
paling efektif yang harus dijatuhkan bersama-sama dengan denda tang 
harus dibayar.   
Dalam pengaturan tentang pidana yang dapat dikenakan kepada 
korporasi saat ini telah jelas bahwa pencabutan atau pembekuan atau 
pembubaran korporasi adalah termasuk dalam pidana tambahan bukan 
merupakan pidana pokok. Sehingga pengaturan yang demikian dirasa 
masih kurang efektif untuk menanggulangi korporasi tipe b tersebut. 
Menurut hemat penulis yang didasarkan kepada perkembangan teknologi 
dan ekenomi global mengingat posisi Indonesia sebagai negara strategis 
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dalam perekonomian adalah sangat lebih baik jika memiliki perangkat 
hukum yakni dengan mengundangkan pidana pembekuan atau 
pembubaran atau pencabutan izin korporasi yang memiliki karakteristik 
sebagaimana korporasi type b sebagai pidana pokok. 
2. Bentuk Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Kasus PT. ARA 
Dalam kasus PT. ARA telah di jelaskan bahwa yang diajukan 
menjadi terdakwa adalah hanya Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku 
Direktur Utama PT.Aditya Rezki Abadi (PT.ARA) Makassar. Sengkan PT. 
ARA tidak dijadikan oleh penuntut umum menjadi terdakwa namun dalam 
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 
IA Khusus Makassar menyatakan Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin 
Semi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi yang dilakukan secara bersama- sama dan berlanjut, 
menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana 
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar 
Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 
denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan, menjatuhkan pula pidana agar Terdakwa 
membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 
Rp.44.199.462.000,00 (Empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh 
sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan 
jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 
(satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk membayar uang 
93 
pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Jika dicermati  dalam putusan 
terkait PT. ARA yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Tinggi untuk 
menjatuhkan pidana pengganti pada PT. ARA pada pokoknya perwujudan 
dari Doktrin Vicarious Liability. 
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR 
/2014/PT.Mks pada tanggal 01 Oktober 2014 yang memperkuat putusan 
Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar. Terdakwa Muhammad Jusmin 
Dawi bin Semi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan 
dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa 
mencocoki rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUPTKP jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 18 UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa dapat dijatuhi pidana 
tambahan. 
 Meskipun pemidanaan dalam perkara Nomor 
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar sudah sesuai dengan teori tujuan 
pemidanaan serta memenuhi prinsip pengembalian kerugian keuangan 
negara, namun pembebanan pertanggungjawaban pidana serta 
pemidanaan tetap harus dilakukan terhadap korporasi sesuai dengan 
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analisis penulis pada pembahasan sebelumnya. Hal ini disebabkan 
karena tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup korporasi 
adalah extraordinary crime yang membutuhkan extra ordinary measures. 
Sehingga pembebanan pertanggungjawaban hanya kepada pengurus 
dirasa belum cukup dalam memberikan efek jera kepada korporasi 
begitupun dalam mencegah kejahatan korporasi lainnya. 
Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa di berbagai Negara 
menganut “bipunishment provisions” dalam menuntut dan memidana 
korporasi. Bipunishment Provisions ini berarti bahwa baik pelaku 
(pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek 
pemidanaan.81 Sementara itu, yang menjadi persoalan adalah tidak 
semua jenis sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP dapat 
diberlakukan kepada korporasi sebagaimana halnya manusia alamiah 
(naturaljik persoon), seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana 
kurungan. Hamzah Hatrik menyatakan bahwa jika korporasi menjadi 
subjek hukum pidana, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bukan 
pidana penjara melainkan pidana denda atau ganti kerugian beserta 
pidana tambahan yang lain. 
Ketentuan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi 
diatur dalam Pasal 20 ayat (7) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada 
korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana 
ditambah 1/3. 
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Sehingga, jika korporasi dalam kasus ini dapat dibebankan 
pertanggungjawaban pidana sebagaimana analisis yang dilakukan oleh 
Penulis pada pembahasan sebelumnya, maka korporasi dapat diberikan 
sanksi pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda 
ditambah 1/3. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (7) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terdapat 
permasalahan dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, 
karena jika korporasi tidak dapat membayar denda sesuai sanksi pidana 
yang dijatuhkan, maka pidana denda terhadap korporasi tersebut tidak 
dapat disertai dengan pidana kurungan pengganti sesuai dengan pasal 10 
angka (3) KUHP yakni pidana kurungan. Karena, pidana kurungan adalah 
pidana badan yang tidak mungkin diterapkan kepada korporasi. 
Meskipun demikian, dimungkinkan pula penjatuhan pidana 
tambahan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) 
dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni : 
1) Selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab- 
undang- undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 
a) Perampasan benda bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk 
atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan 
milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 
pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 
b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 
sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi; 
c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 
d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak- hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, atau 
dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 
2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan 
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sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 
 
Dengan demikian, jika model pertanggungjawaban pidana 
korporasi yang diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban 
pidana kepada pengurus dan korporasi, apabila pemidanaan yang 
diberikan kepada pengurus adalah pembayaran uang pengganti sebesar 
yang diperoleh oleh pengurus, maka korporasi akan dibebankan pidana 
tambahan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh oleh 
korporasi diluar dari yang diperoleh oleh pengurus sehingga akan saling 
menutupi kerugian keuangan negara dan tujuan pengembalian kerugian 
keuangan negara akan tercapai. 
Dalam perkara aquo, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
Terdakwa Muhammad Jusmin Dawi bin Semi selaku Direktur utama 
PT.ARA yang merupakan directing mind dari korporasi menyebabkan 
korporasi memperoleh penambahan harta kekayaan yakni terdapat 9 
(sembilan) unit mobil yang seharusnya diberikan kepada nasabah fiktif, 
berada dalam penguasaan PT.ARA selaku perusahaan yang mengadakan 
kendaraan bermotor tersebut. 
Sehingga, jika pertanggungjawaban pidana juga dibebankan 
kepada korporasi dalam hal ini PT.ARA, maka sanksi pidana pokok yang 
dapat diterapkan adalah pidana denda ditambah 1/3 dan dapat pula 
dilterapkan pidana tambahan berdasarkan pasal 18 UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yakni Perampasan 9 (sembilan) unit mobil 
tersebut. Penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa penutupan seluruh 
atau sebagian korporasi juga dimungkinkan dapat diterapkan. 
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Dewasa ini, seringkali korporasi dijadikan sebagai alat untuk 
melakukan korupsi bagi sebagian oknumnya. Upaya penjatuhan pidana 
untuk menghukum korporasi sudah diupayakan dalam kasus PT. IM2 
namun yang harus dicermati dalam penjatuhan pidana berupa uang 
pengganti  adalah merupakan pidana tambahan.  
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  menegaskan “ selain dapat 
dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, 
sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18.  Frase kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut adalah 
bukan merupakan keharusan, artinya penerapan ketentuan pidana 
tambahan ini bergantung pada penuntut Umum yang akan melakukan 
penuntutan ataupun kepada majelis Hakim yang akan memutus perkara 
yang disidangkan.  Dalam pasal selanjutnya tidak ada kewajiban yang 
mengharuskan Penuntut Umum ataupun Majelis hakim menerapkan 
ketentuan pidana tambahan.  
Dalam ketentuan mengenai pengaturan sanksi yang dapat 
diterapkan pada korporasi dalam KUHP tidaklah jelas mengingat dalam 
KUHP, tidaklah menyebutkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum. 
Namun pengaturan sanksi mengenai korporasi jauh lebih mendalam 
dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengingat dalam 
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa korporasi 
adalah sebagai subyek hukum. Pidana pokok yang dapat diterapkan 
kepada korporasi berdasarkan penelitian penulis adalah pidana denda. 
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Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak 
ada alternative jika pidana denda tidak dibayarkan oleh korporasi tersebut. 
Pidana alternatif dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
manakala jika terhadap korporasi dijatuhi hukuman pidana berupa uang 
pengganti halmana disebutkan jika korporasi tidak dapat membayar dalam 
jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan 
dilelang oleh Jaksa.   
Pengaturan tentang tatacara pembayaran pidana denda dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga tidak begitu lengkap. Hasil 
penelitian penulis yang melakukan kajian terhadap Rancangan Undang-
Undang KUHP, dalam Pasal 82 RUU  KUHP menegaskan tentang 
pelaksanaan pidana denda yang dilakukan dengan cara: (1). Pidana 
denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai 
dengan putusan hakim. (2). Jika denda sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan maka 
untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari 
kekayaan atau pendapatan terpidana kemudian dalam Pasal 85 
menegaskan tentang alternatif pidana denda yang tidak dapat 
dilaksanakan oleh korporasi yakni ”jika pengambilan kekayaan atau 
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat 
dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa 
pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Model pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan nomor 
53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar masih terbatas pada pembebanan 
pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Sedangkan, 
berdasarkan analisis terhadap Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta beberapa terori 
pertanggungjawaban pidana, maka model pertanggungjawaban 
pidana yang seharusnya diterapkan adalah pembebanan 
pertanggungjawaban pidana kepada pengurus dan korporasi.  
2. Dalam perkara putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar, 
penerapan sanksi pidana sudah sesuai dengan teori tujuan 
pemidanaan serta prinsip pengembalian kerugian keuangan 
negara. Adapun jika pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan 
kepada korporasi dalam perkara aquo, maka pemidanaan yang 
dapat diterapkan adalah pemidanaan yang sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 20 ayat (7) UUPTK berupa ancaman pidana 
denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Selain itu, 
korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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B. Saran- saran 
1. Diperlukan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap 
para penegak hukum serta keseriusan penegak hukum dalam 
menerapkan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 
tindak pidana korupsi, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi 
yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang 
membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (extraordinary 
measures). 
2. Diperlukan adanya reformulasi aturan yang mengatur tentang 
pedoman dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dalam 
tindak pidana korupsi, sehingga jelas kapan korporasi dan 
pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana; Lebih 
efektif jika pengaturan tentang korporasi dilengkapi dengan 
pengaturan berupa :  
a. penempatan korporasi dalam pengampuan atau pengurusan 
dibawah kemetrian BUMN sampai dengan kewajiban pidana 
yang dibebankannya diselesaikan; 
b. pembubaran atau pembekuan atau pencabutan izin korporasi 
yang kesemuanya tersebut diamsukkan kedalam pidana pokok 
bagi korporasi bukan pidana tambahan yang sifatnya 
bergantung pada keputusan hakim saja. 
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